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ABSTRAK

Nama : Rahman Shah B.
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Perancangan Program Kerja Audit Dengan Pendekatan Risk

Based Internal Audit (RBIA) Sebagai Langkah Awal Usulan
Penerapan- RBIA Pada Inspekiorat Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Tesis ini membahas Perancangan Program Kerja Audit dengan
Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan
RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan
yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.

Penelitian ini adalah penelifian dengan desain deskriptif kualitatif,
dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobability sampling dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel
dengan risiko yang tinggi dan rendah.

Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini
dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (PKA) yang kurang
efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk
auditan yang tingkat ristkonya rendah dengan menggunakan pendeckatan Risk

Based Internal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan
akurat.

Kata kunci:
Program Kerja Audit, Mandays, Risk Based Internal Audit
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ABSTRACT

Name : Rahman Shah B.
Study Program : Master of Accounting
Title : Design of Audit Work Program by Risk-Based Internal Audlt

Approach (RBIA) for Proposed Initial Implementation Steps of
RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy and
Mineral Resources

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Based
Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA in
the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. The
design done in this thesis focused to high-risk aunditee and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample selection
based on sampling techniques with nonprobability certain considerations
(purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made to the
audit program or the Audit Work Program — which is less effective for the auditee
with high level of risk and less efficient for low-risk auditee the level -~ with the
Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be known
accurately.

Keywords:
Audit Work Program, Man-days, Risk Based Internal Audit
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ‘

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah
Kementerian yang bertugas di bidang energi dan sumber daya mineral yang
dikepalai oleh seorang Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian
membentuk unit-unit organisasi dengan fungsi-fungsi yang spesifik. Dalam
bidang perencanaan, KESDM mempunyai unit perencanaan yang dikoordinasikan
oleh Sekretariat Jenderal. Sedangkan unit operasional sebagal ujung tombak
dalam pencapaian target penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal, terdiri
dari tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
(Ditjen Migas), Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Ditjen LPE)
dan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Ditjen
Minerbapabum). Juga terdapat unit organisasi lainnya yakni Badan Penelitian dan
Pengembangan ESDM (Balitbang ESDM), Badan Pendidikan dan Pelatihan
ESDM (Badikiat ESDM) dan Badan Geologi serta Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas). Semua kegiatan Kementerian diawasi oleh unit
khusus yang bemama Inspektorat Jenderal (Ijen). Selain itu terdapat pengawasan
dari pihak eksternal Kementerian yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
Dilihat dari fungsinya BPK berperan sebagai audit ekstern sedangkan Itjen
sebagai audit intern (IA).

Dalam dunia profesi 1A terdapat organisasi profesi berskala internasional
yakni Institute of Internal Audit (11A). Organisasi ini mengeluarkan definisi, kode
etik serta standar untuk dipergunakan oleh IA lintas sektoral termasuk [A
organisasi pemerintahan. Untuk itu definisi maupun standar audit yang
dipergunakan dalam tulisan ini mengacu pada IIA.

[1A mengeluarkan the Standard for Professional Practice Framework for
Internal Audit (PPF) sebagai acuan bagi profesi Internal Auditor. Dari definisi IA
yang dikeluarkan IIA, tugas dari IA adalah meyakinkan agar tujuan organisasi
auditan tercapai. IA harus dapat memberikan nilai tambah terutama dalam hal

Risk Management, Control dan Governance.
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Agar fungsi dan tujuan tersebut dapat tercapai, IA harus menggunakan

metode audit maupun fools yang terbaik disesuaikan dengan kondisi dari
organisasi. Untuk itu IA harus terus menerus menjajaki peluang untuk
mengembangkan metode audit maupun fools yang digunakan. Metode audit
ataupun tools yang dipilih tentunya adalah metode/tools yang paling bisa
mendukung pencapaian tujuan auditnya.

Salah satu metode audit yang banyak digunakan adalah Compliance
Audit (CA). Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara membandingkan
pelaksanaan kegiatan auditan dengan ketentuan/peraturan/Standard Operating
Procedure (SOP) yang berlaku. Pendekatan CA berasumsi bahwa kebijakan
merupakan suatu panduan yang harus diikuti. Penyimpangan terhadap ketentuan,
peraturan atau SOP merupakan sebuah pelanggaran sehingga harus dijadikan
temuan.

Pemilihan audit berbasis compliance ini  akan menimbulkan
konsekuensinya dalam seluruh siklus proses audit. Dari mulai perencanaan audit,
pelaksanaan audit komunikasi hasil audit sampai proses monitoring hasil audit.

Monitoring hasil audit dilakukan terhadap seluruh hasil audit tanpa
mempertimbangkan tingkat risikonya. Seluruh temuan harus ditindaklanjuti
dengan pendekatan yang sama. Tidak ada priortas penanganan temuan dengan
risiko yang lebih besar. Demikian juga dengan komunikasi hasil audit dan
pelaksanaan audit. Dalam komunikasi hasil audit tidak ada pembedaan terhadap
hasil temuan dengan risiko yang lebih tinggi.

Hal yang sama terjadi dengan siklus perencanaan audit, termasuk
perencanaan audit tahunan dan pembuatan Program Kerja Audit (PKA).
Perencanaan berbasis CA didasarkan atas kewajiban untuk memeriksa seluruh
auditan dalam perencanaan audit tahunan. PKA pun dirancang untuk memeriksa
seluruh proses yang dimiliki oleh auditan, tanpa memperhitungkan kondisi
auditan yang berbeda-beda.

Pendekatan audit yang selama ini digunakan di lingkungan ESDM dapat
dikatagorikan sebagai pendekatan CA. Ciri-cirinya adalah untuk perencanaan
audit tahun 2009, seluruh auditan dengan risiko yang besar dan ristko yang kecil

diperiksa. Dalam pelaksanaan audit, temuan dibuat jika terdapat pelanggaran
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terhadap ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan monitoring temuan audit,
semua temuan dianggap sama dan tidak terdapat prioritas follow up audit berdasar
tingkat risikonya. Hal yang sama terjadi dalam perumusan PKA, dimana terdapat
PKA standar sehingga PKA untuk auditan dengan risiko tinggi relatif sama
dengan PKA untuk auditan dengan risiko yang rendah.

Salah satu pendekatan lainnya adalah pendekatan Risk Based Internal
Audit (RBIA). Pendekatan ini didasarkan atas risiko yang muncul, Dalam

perencanaan, auditan yang diprioritaskan untuk diperiksa secara tahunan adalah

-auditan dengan risiko tinggi. Untuk auditan dengan risiko yang lebih rendah,

dapat diperiksa dua atau tiga tahun sekali.

Temuan audit tidak didasarkan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang
berlaku, melainkan ada atau tidaknya risiko yang muncul. Bisa saja auditan tidak
menjalankan ketenfuan, namun risiko yang muncul karena pelanggaran ketentuan
dimitigasi dengan kontrol lain sebagai pengganti. Sebaliknya temuan dapat
dimunculkan selama terdapat risiko yang muncul dan mengancam tujuan
organisasi auditan, walaupun belum ada ketentuan yang mengatur. Jadi
pelanggaran ketentuan tidak otomalis dijadikan temuan, sebaliknya temuan tidak
selalu didasarkan atas pelanggaran terhadap ketentuan.

Monitoring temuan audit juga didasarkan atas prioritas berdasarkan
risiko yang muncul. Sebagian temuan dikatagorikan sebagai temuan berisiko
tinggi dan mendesak sebagian temuan dikatagorikan berisiko rendah dan tidak
mendesak.

Demikian juga dengan proses pembuatan PKA. Jika dilihat dan tingkat
risikonya, sebagian auditan sebenarnya lebih berisiko dibandingkan auditan
lainnya. Sehingga seharusnya PKA nya pun harus menyesuaikan. Dengan hanya
adanya satu PKA, maka PKA tersebut terlalu kompleks untuk memeriksa auditan
yang risikonya rendah. Sebaliknya, untuk auditan yang risikonya tinggi, PKA
tersebut menjadi kurang tajam.

Implementast pendekatan audit RBIA untuk melengkapi pendekatan CA
yang selama ini digunakan dapat dilakukan untuk seluruh proses audit, dari mulai
perencanaan audit tahunan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, komunikasi

hasil audit maupun monitoring hasil audit.
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Karya akhir ini mengusulkan dan menfokuskan implementasi audit

dilakukan pada siklus perencanaan audit khususnya pada penyusunan PKA.
Keberhasilan penerapan PKA dengan pendekatan RBIA, akan menjadi quick win
bagi implementasi RBIA untuk seluruh siklus audit dilingkungan ESDM. Salah
satu alasan utama pemilihan PKA sebagai quick win karena PKA merupakan
mekanisme kontrol yang paling penting untuk menjamin kualitas hasil audit
(Taylor dan Glezen, 1994).

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang felah diuraikan diatas, yang menjadi
pokok permasalahan adalah Penerapan pendekatan RBIA dalam proses
pembuatan PKA di lingkungan KESDM. Dan hal tersebut penulis mengambil
topik penelitian sebagai berikut: “PERANCANGAN PROGRAM KERJA AUDIT
(PKA) DENGAN PENDEKATAN RISK BASED INTERNAL AUDIT (RBIA)
SEBAGAI LANGKAH AWAL USULAN PENERAPAN RBIA PADA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL (KESDM)”.

1.3 Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam karya akhir ini adalah:

a. Bagaimana implementasi RBIA di Itjen KESDM dilakukan? Apakah
dilakukan untuk seluruh siklus audit, atau fokus pada siklus perencanaan audit
khususnya penyusunan PKA?

b. Bagaimana tahap-tahap penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA
diimplementasikan di lingkungan Itjen KESDM?

¢. Bagaimana contoh PKA yang disusun dengan pendekatan RBIA?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan terhadap manajemen
Itjen KESDM untuk menerapkan pendekatan RBIA pada penyusunan PKA
terlebih dahulu. Perubahan penyusunan PKA ini dapat dijadikan quick win
implementasi RBIA di lingkﬁngan Itjen KESDM. Karya akhir ini memberikan
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contoh penerapakan penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA di lingkungan
Itjen KESDM.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari karya akhir ini adalah:

a. Instansi Inspektorat Jenderal
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh manajemen Inspektorat
Jenderal dalam merubah pendekatan audit vang digunakan menjadi berbasis
risiko. Langkah awal yang dapat digunakan sebagai quick win adalah
perubahan penyusunan PKA yang selama ini digunakan menjadi penyusunan
PKA berbasis risiko. Itjen KESDM juga dapat- menggunakan contoh
penyusunan PKA yang terdapat pada karya akhir ini.

b. Untuk Akademisi
Memberikan gambaran mengenai contoh penerapan pendekatan RBIA di
Inspektorat Jenderal KESDM, yang diawali dengan perubahan penyusunan
PKA dengan berbasis risiko.

¢. Peneliti lain
Sebagal bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam terutama
dalam membuat PKA dengan pendekatan RBIA. Penelitian ini juga dapat
dilanjutkan dengan menguji efektivitas dan efisiensi implementasi PKA
berbasis risiko. Peneliti lain juga dapat melanjutkan penclitian ini pada siklus
proses audit lain, misalnya komunikasi dan monitoring hasil audit berbasis
risiko. “

d. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan bagi pembaca.

1.6 Metodologi Penelitian

Proses awal penelitian dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai
sumber, baik buku-buku, artikel-artikel maupun standar yang dikeluarkan
organisasi profesi audit. Dari hasil studi literatur tersebut, penulis mengusulkan

untuk menerapkan RBIA pada siklus penyusunan audit khususnya PKA.
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Selanjutnya dilakukan proses penyusunan PKA berbasis risiko yang
dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisa seluruh proses yang dimiliki
sampel penelitian. Selanjutnya seluruh proses yang dimiliki auditan akan dianalisa
berdasarkan tingkat risikonya masing-masing.

PKA dibuat dibuat berdasarkan tingkat risiko tersebut diatas. Proses yang
mempunyai risiko tinggi akan dimasukkan sebagai cakupan audit. Semakin
banyak proses yang mempunyai risiko tinggi, semakin luas cakupan auditnya,
demikian juga sebaliknya. PKA untuk auditan dengan risiko tinggi akan
mempunyai cakupan audit yang lebih lvuas sehingga membutuhkan langkah audit
dan sampel audit yang lebih banyak. Sebaliknya, untuk PKA untuk auditan
dengan risiko rendah akan mempunyai cakupan audit yang lebih sempit sehingga

membutuhkan langkah audit dan sampel audit yang lebih sedikit.

1.6.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyal kvantitas dan karakteristik tertentu
yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Dalam tugas ini populasi penelitian adalah seluruh entitas audit

yang menjadi coverage Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009,

1.6.2 Tekaik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan didalam penelitian ini
adalah Nonprobability Sampling. Menurut Sugiyono (2007), Nonprobability
Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel.

Pengambilan sampel untuk memperoleh data dilakukan dengan
pertimbangan tertentu (purposive sampling). Sampel yang diambil adalah entitas
audit yang paling tinggi dan paling rendah risikonya. Alasan pemilihan sampel ini
adalah untuk memberikan contoh PKA dengan tingkat risiko yang berbeda,
sehingga Itjen KESDM dapat mempunyai gambaran mengenai perbedaan PKA
yang dihasilkan. Selain itu akan didapat gambaran mengenai perbedaan PKA
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berbasis RBIA yang diusulkan dalam Karya Akhir im dengan PKA yang selama
int digunakan. Penentuan tingkat risiko masing-masing entitas berdasarkan tingkat
risiko yang dimiliki entitas audit.

Untuk menentukan tingkat risiko auditan digunakan impact sebagai
parameter  perhitungan, tanpa  memperhitungkan  [fikelihood.  Dasar
pertimbangannya adalah dalam penelitian ini tidak dibutuhkan hasil risk
asessment dengan akurasi tinggi, sehingga cukup menggunakan satu parameter
risiko yakni impact. Alasan pemilihan impact dibandingkan likelihood adalah
karena data impact telah tersedia secara formal dan berbentuk data kuantitatif,
sehingga tidak perlu dilakukan konversi dan dapat langsung digunakan, Data
impact yang digunakan adalah pagu anggaran milik auditan (DIPA) seperti
tertuang dalam Keputusan Menteri Kevangan Nomor: 0001.0/020-01.1/-/2009
tanggal 31 Desember 2008.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses awal penelitian dimulai dengan penelitian kepustakaan, yakni
dengan mempelajari buku-buku yang ditulis para pakar dan mengutip beberapa
pendapat dari buku-buku tersebut, terutama yang berkenaan dengan teori internal
auditing, Dokumen Anggaran (DIPA) serta PKA yang selama ini digunakan.

Proses risk assessment sebagai dasar penyusunan PKA menggunakan
data pagu anggaran DIPA Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 0001.0/020-01.1/-/2009 tanggal 31
Desember 2008, untuk menentukan impact. Sedangkan likelihood dibuat
berdasarkan judgement dari auditor senior di lingkungan Itjen KESDM dan
difinalisasi oleh judgement peneliti sendiri sebagai auditor di lingkungan Itjen
KESDM.

1.6.4 Teknik Pembuatan PKA

Pengukuren risiko (risk assessment) untuk membuat PKA dilakukan
secrra kuantitatif yakni dengan mengalikan impact dan likelihood masing-masing
sub-obyek pemeriksaan. Pengukuran impact dilakukan secara kuantitatif yakni

berdasarkan pagu anggaran masing-masing sub-obyek pemeriksaan. Semakin

Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 2010 Universitas Indonesia



besar anggaran semakin besar impacf-nya. Secara operasional perhitungan in
dapat dilakukan dengan sederhana. Sedangkan pengukuran /ikelihood didasarkan
atas judgement dari auditor senior. Hasil judgement tersebut dikuantifikasi
menjadi data kuantitatif.

Sub-obyek pemeriksaan yang mempunyai risiko lebih tinggi akan
dijadikan sampel pemeriksaan PKA. Selanjutnya dilakukan penyusunan langkah-

langkah audit dan penentuan man-days auditor yang dilakukan oleh penulis.

1.7 Sistematika Penelitian
Karya akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI  PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian,
perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.

BABII LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian
serta metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pengambilan
sampel dan penyusunan PKA terhadap sampel yang terpilih.

BABIII GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Iijen
KESDM.

BABIV PROGRAM KERJA AUDIT PZK ENERGI BARU TERBARUKAN
(EBT) DAN PROGRAM  KERJA AUDIT  DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM (NAD)

Bab ini membahas proses analisis atas permasalahan penelitian dan
menguraikan hasil penelitian berdasarkan landasan teori yang telah
dijetaskan dalum bab sebelumnya.

BABV KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
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BABII
LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Audit Intern

Pada awalnya fungsi IA adalah sebagai penyokong (support) dari fungsi
auditor ekstern. Karena fungsi auditor ekstern mempunyai fokus pada penilaian
atas akurasi data Laporan Keuangan, maka fokus IA juga demikian (Sawyer,
2005).

Pada perkembangannya, 1A tidak hanya dibutuhkan untuk meyakinkan
akurasi data laporan keuangan saja, melainkan juga memeriksa kepatuhan
terthadap peraturan yang berlaku dan kualitas operasional perusahaan. Bidang
operasional tersebut dapat berupa bidang perencanaan, produksi, pengadaan,
pemasaran, riset dan development, pelatihan maupun bidang operasional lainnya.
Audit intern pun menjadi sebuah profesi tersendiri, dengan kata lain profesi

Auditor Intern berbeda dengan Auditor (2005)

Ekstern. Sawyer etal.

mengemukakan perbedaan tersebut, seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Auditor Intern dan Auditor Ekstern

R Thed AR e g o~ AddiforTatern: sz

Auditor-Ekstern

Status kepegawaian

Karyawan perusahaan atau bisa saja
entitas independen

QOrang independen, bukan karyawan
enisahaan

Konsumen yang
dilayani

Organisasi sendiri

Pihak ketiga yang memerlukan
informasi kevuangan yang handal

Fokus audit

Kejadian-kejadian di masa depan

dengan mengevaluasi kontrol yang

dirancang untuk meyakinkan
_pencapaian tujuan organisasi

‘| Ketepatan dan kemudahan

pemahaman dari kejadian-kejadian
masa lalu yang dinyatakan dalam
taporan keuangan

Fungsi pencegahan
kecurangan

Langsung berkaitan dengan
pencegahan kecurangan dalam
segala bentuknya atau perluasan
dalam setiap aktivitas yang ditelaah

Sekali-sekali memperhatikan
pencegahan dan pendeteksian
kecuangan secara umum, namun
akan memberikan perhatian lebih
bila kecurangan tersebut
mempengaruhi laporan kevangan
secara material

Tingkat independensi

Independen terhadap aktivitas yang
diaudit, tetapi siap sedia untuk
menanggapi kebutuhen dan
keinginan dari semua tingkatan
manajemen

Independen terhadap manajemen
dan dewan direksi baik dalam
kenyaiaan maupun dalam mentai

Waktu pelaksanaan
audit

Menelaah aktivitas secara terus-
menerus

Menelaah catatan-catatan yang
mendukung laporan kenangan
secara periodik — biasanya setahun
sckali

Sumber: Sawyer’s Internal Auditing (2005: 8)
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Pada tahun 1941 profesi audit intern semakin diakui keberadaannya
dengan didirikannya organisasi profesi auditor internal di Amerika yakni The
Institute of Internal Auditors (IIA). IIA mengeluarkan sebuah standar profesi yang
diberi nama Professional Practice Framework (PPF). Selain itu guna menjamin
kompetensi auditor, IIA mengeluarkan sertifikasi profesi auditor yakni Certified
Internal Auditor (CIA). Standar profesi dan sertifikasi ini diakui secara
internasional. |

Di Indonesia sendiri, profesi internal auditor diawali oleh berdirinya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan ini berfungsi
untuk mengawasi pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan pemerintah
untuk mengaudit program atau proyek tertentu. Selain BPKP muncul juga Forum
Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) yang merupakan wadah komunikasi
Audit Intern di lingkungan BUMN/D. BUMN/D wajib membentuk audit intern
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Selanjutnya disadari
adanya kebutuhan audit operasional yang memerlukan berbagai disiplin ilmu
(YPIA, 2008). :

Di lingkungan pengawasan intern pemerintah, dikeluarkan Standar Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) melalui Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008
tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Dalam SA-APIP ini ditetapkan bahwa lingkup audit meliputi aspek
keuangan dan operasional audit/audit kinerja.

Selain standar diatas, terdapat standar yang dikeluarkan oleh BPK yaitu
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dapat digunakan juga oleh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Dalam SPKN ini juga disampaikan
jenis pemeriksaan operasional/pemeriksaan kinerja selain pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Di lingkungan perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 yang salah satu isinya adalah mewajibkan setiap
bank untuk memihki audit intern dengan standar kerja tertentu. Standar kerja

tersebut diberi nama Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB). Dalam
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SPFAIB ini juga dijelaskan bahwa cakupan kerja audit internal bukan hanya
terbatas pada laporan keuangaﬁ saja melainkan juga termasuk audit operasional.
Dalam perkembangannya, di Indonesia terbentuk sebuah konsorsium
organisasi profesi internal audit, yang terdiri dari The Institute of Internal
Auditors-Indonesia Chapter (I1A), Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern
BUMN/BUMD (FKSPI), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor
Internal Indonesia (PAIl). Konsorsium ini menerbitkan Standar Profesi Audit

Internal (SPAI) yang merujuk pada PPF,

2.2 Definisi Audit Intern

Terdapat beberapa definisi audit/pengawasan intern. Menurut SA-APIP,
pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauvan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan
konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam rﬁewuj udkan kepemerintahan yang baik.

Sementara audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pemantavan adalah proses
penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditctapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan (SA-APIP).

Definisi audit intern menurut IIA (2002) adalah sebagai berikut: “An

independent, objective assurance and consulting activity design to add value and
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add improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its
objectives by bringing a systematic, disciplines approach to evaluate and improve
the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Definist lain terdapat dalam SPAI (2004) yang mengacu pada standar
yang dikeluarkan ITA (2002) menyebutkan bahwa internal audit adalah kegiatan
assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk
memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit
internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.

Dari glosari pada SPAI, kegiatan asssurance adalah suatu pengujian yang
obyektif atas suvatu bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang
assurance independent atas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses
governgnce dari suatu organisasi. Contoh kegiatan assurance dapat berupa
penugasan assurance atas kegiatan kevangan, kinerja, ketaatan, keamanan sistem
dan uji tuntas (due diligence).

Kegiatan konsultasi adalah pemberian advis dan jasa lainnya yang
dibutuhkan oleh auditan yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati
dengan auditan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Namun |
tanggungjawab atas pengelolaan risiko, pengelolaan dan proses governance tetap
ada pada auditan yang bersangkutan. Contoh dari penugasan consulting dapat
berupa pemberian advis, berperan sebagai fasilitator atau sebagat (rainer. Bentuk
konsultasi lainnya adalah pemberian rekomendasi untuk mengatasi temuan hasil
audit. Sehingga dari sebuah proyek audit, tim audit bisa melakukan kegiatan
assurance dan konsultasi secara bersama-sama.

Pendekatan secara sistematis dan teratur dicapai dengan menerapkan
metodologi  audit yang dipakai sebagai landasan kerja dan secara
berkesinambungan terus dilingkatkan efektifitasnya. Audit metodologi dibuat
untuk mengatur seluruh proses audit dari mulai persiapan audit (audit program,
surat penugasan auditor, surat pemberitahuan audit), pelaksanaan audit, pelaporan

hasil audit sampai dengan monitoring hasil audit.
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2.3 Jenis Jasa Audit Intern

Jenis jasa audit intern meliputi empat pendekatan mendasar yakni audit
keuangan, audit ketaatan, audit investigatiffaudit khusus dan audit
operasional/audit kinerja.

Audit keuangan dilakukan dengan cara me-review keandalan dan
integritas informasi keuangan dan pengamanan aktiva. Hal ini berbeda dengan
Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit ekstern yang bertujuan untuk menilai
apakah laporan keuangan perusazhaan telah disajikan secara wajar berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.

Audit ketaatan merupakan audit untuk memastikan bahwa auditan
mengikuti/patuh terhadap peraturan, hukum, standar dan prosedur yang telah
ditetapkan.

Menurut SA-APIP, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan,
dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi
atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya. Audit investigatiffaudit khusus merupakan jasa intemnal audit yang
terkait dengan kecurangan (fraud). Karena itu audit ini dikenal juga sebagai audit
investigasi atau audit kecurangan (fraud audit).

Menurut SA-APIP, audit operasional/audit kinerja adalah audit atas
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek
ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas. Sedangkan menurut Sawyer et.al.
(2005), audit operasional merupakan upaya untuk me-review secara komprehensif
{menyeluruh) atas berbagai fungsi/aktifitas yang dijalankan organisasi. Cakupan
kerja audit operasional sangat luas karena memeriksa dari mulai perencanaan
sampai implementasi rencana yang telah dibuvat. Audit operasional juga
memeriksa seluruh unit kerja organisasi, dari mulai marketing, corporate
planning, information system, finance, human resources management dan lain-
lain. Karena luasnya cakupan operasi audit, dan terbatasnya jumlah auditor maka

berkembanglah berbagat pendekatan audit untuk mengatasinya.
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2.4 Trend Pendekatan Audit

Pada prinsipnya svatu pendekatan audit adalah sebuah metode dalam
membuat prosedur-prosedur audit (Kagermann, et.al., 2008). Phil Griffiths (2008)
mengilustrasikan perkembangan trend dari pendekatan audit yang dilakukan oleh
1A yakni terdiri dari pendekatan compliance audit, pendekatan system-based
audit, pendekatan risk based audit, pendekatan value for money dan pendekatan
Assurance Based Audit. Sedangkan Kagermann, etal. (2008) membagi
pendekatan audit menjadi compliance-based audit, system-based audit,
transaction-based audit, results-based audit dan risk-based audit. Dapat dilihat

bahwa pembagian pendekatan audit yang dilakukan para ahli tersebut secara

UIMuIm sams.

2.4.1 Pendckatan Compliance Audit (CA)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dipakai pada awal perkembangan
IA. Pendekatan ini tentunya masih valid sampai sekarang, namun mempunyai
keterbatasan dalam penentuan fokus audit. Pendekatan ini berfokus pada
kepatuhan manajemen dalam menjalankan ketentuan, peraturan dan perundangan-
undangan yang berlaku. Komentar audit didasari pada hal di atas.

Jika manajemen melanggar peraturan, apapun kondisinya, maka
dianggap sebagai sebuah temuan audit. Sebaliknya selama manajemen mematuhi
peraturan yang berlaku maka IA tidak dapat mengeluarkan komentar audit.

Program Kerja Audit (PKA) dengan pendekatan ini dibuat berdasarkan
ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dua buah
unit organisasi mempunyai dasar ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan
yang sama, maka PKA untuk mengaudit dua organisasi tersebut sama pula, tanpa
memperhitungkan perbedaan risiko yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut.
Pendekatan ini mensyaratkan pemahaman atas seluruh ketentuan, peraturan dan
perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan kondisi lingkungan yang demikian cepat, sementara
penerbitan/revisi peraturan memerlukan waxtu tertentu maka pendekatan ini

terkadang gagal memberikan hasil audit yang optimal. Bahkan Phil Griffiths
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(2008) dengan tegas memastikan bahwa pendekatan in1 gagal

mengoptimalisasikan potensi kerja [A.

2.4.2 System-Based Audit (SBA)

Pendekatan ini lebih mengadopsi fungsi IA yang lebih modern.
Pendekatan ini lebih méngevaluasi sistem dan proses daripada mengevaluasi
lokasi ataupun cabang sebagai entitas audit. Esensinya SBA ini lebih melihat
auditan secara horisontal daripada vertikal.

Dengan mengevaluasi auditan secara horizontal lintas kementerian,
proses dari awal sampai akhir, maka akan terlihat apakah terjadi inkonsistensi
antarkementerian atau hubungan antarkementerian yang tidak sempurna. Dengan
kata lain SBA ini memilih sebagian proses/transaksi dari awal sampai akhir untuk
membuktikan efektivitasnya.

PKA dengan pendekatan ini dibuat berdasarkan sistem/proses yang akan
diperiksa. Jika prosesnya sama, maka PKA-nya pun sama. Tanpa
memperhitungkan risiko yang mungkin saja berbeda. Misalkan proses pembelian
barang di atas satu miliar rupiah mempunyai satu Standard Operating Prosedure
(SOP) tertentu, maka PKA-nya pun hanya ada satu. Pendekatan ini mensyaratkan

pemahaman atas sistem/proses yang akan diaudit.

2.4.3 Risk Based Audit (RBA)

RBA dibangun dari pendekatan SBA, dengan memfokuskan penentuan
area yang dipilih sebagai sampel audit berdasarkan perhitungan risiko. Pendekatan
im lebih berfokus pada tujuan organisasi daripada pelaksanaan kontrol.
Rekomendasi yang dibuat juga berdasarkan evaluasi risiko sehingga dapat
memaksimalkan keuntungan bagi manajemen.

PKA-nya dibuat berdasarkan risiko yang dimiliki oleh auditan. PKA untuk
auditan dengan risiko rendah akan berbeda dengan PKA untuk auditan dengan
risiko tinggi. Salah salu konsekuensinya jumiah langkah-langkah audit, sampel
maupun man-days yang dibutuhkan akan berbeda-beda. Pendekatan ini

mensyaratkan pemahaman atas sistem/proses yang akan diaudit, sekaligus tingkat
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risiko yang dimiliki auditan. Untuk itu sebelum PKA ditentukan perlu dibuat risk

assessment untuk menentukan tingkat risiko yang dimiliki auditan.

2.44 Transaction Based Audil, Result Based Audit dan Value for Money
(VFM)

Pendekatan transaction based audit menfokuskan pada transaksi yang
telah dilakukan oleh auditan, sedangkan result based audit menfokuskan pada
hasil kerjanya. Value for Money (VFM) sendiri merupakan bagian dari result
based audit yang menetapkan npilai dari uang sebagai tujuan akhir dari
pelaksanaan audit. Audit dilakukan untuk membuat rekomendasi yang dapat
memaksimalkan profit. Menurut Phil Griffiths (2008), pendekatan VFM ini
merupakan pelengkap dari pendekatan RBA. Pendekatan VFM ini mengevaluasi
apakah suatu aktivitas tertentu menghasilkan keuntungan secara finansial dalam
organisasi. Pendekatan ini cocok untuk beberapa tipe audit seperti audit biaya
perjalanan, audit biaya telepon serta pengeluaran perusahaan lainnya.

PKA-nya dibuat berdasarkan tujuan pendekatan ini yakni untuk
mengecek transaksi atau hasil kerja auditan, Khusus untuk VEM fokusnya adalah
memaksimalkan profit (aspek finansial). Misalkan untuk audit biaya perjalanan,
maka fokus PKA adalah membandingkan realisasi biaya perjalanan (hotel,

pesawat dan lain-lain) dengan harga terbaik yang seharusnya bisa didapat.

2.4.5 Assurance Based Audit (ABA)

ABA merupakan péndekatan paling mutakhir dan akan menjadi
pendekatan terbaik bagi IA dalam menjalankan fungsinya. Pendekatan ini
berlandaskan pada pendekatan RBA untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan
assurance dalam organisasi untuk memimmalkan duplikasi serta memastikan
tidak adanya celah kegiatan yang tidak dikontrol oleh bagian manapun.

PKA dengan pendekatan ABA ini disusun seperti penyusunan PKA RBA,
dengan ditambahkan langkah-langkah untuk memeriksa kepatuhan ternadap

ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
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2.5 Risk Based Internal Audit (RBIA})

Pendekatan RBA dan ABA menurut Griffith P. (2008) tersebut di atas jika

dikelompokkan dalam pendekatan menurut Kagermann, et.al. (2008) masuk

dalam kriteria risk based audit. Kriteria dari Kagermann, et.al. (2008) inilah yang

dipakai sebagai landasan teori tulisan ini. Selanjutnya karena cakupan tulisan ini

adalah pada audit intern, maka pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini disebut
Risk Based Internal Audit (RBIA). Istilah RBIA ini sendiri juga dipakai oleh
Griffith P. (2008).

Griffith P. (2008) mengungkapkan keuntungan dari pendekatan RBIA ini,

yakni:

a.
b.

Konsep RBIA ini simpel dan mudah dipahami;

Pendekatan auditnya merupakan satu kesatuan yang utuh, meliputi
pemeriksaan seluruh aspek oleh audit intern dari mulai tujuan, proses-proses,
risiko, kontrol, tes dan lapofan—laporan;

Membutuhkan keterlibatan dari obyek audit sebagal partner dari Itjen
misalnya dalam menentukan risiko yang dimiliki oleh obyek audit;

Sumber daya dapat diatur seusai dengan tingkat risiko yang diinginkan
manajemen;

Pekerjaan audit menjadi menarik dan menantang untuk dijalankan oleh
auditor;

RBIA merupakan pendekatan yang efisien, untuk auditan dengan risiko kecil
cukup dibuatkan PKA yang sederhana;

Rekomendasi yang dibuat dapat diranking berdasarkan tingkat risiko yang
dapat dieliminasi;

RBIA harus juga menilai ﬁ;oses yang berlebihan. Dengan mengurangi kontroi
yang ada namun tidak efisien maka auditor ikut meningkatkan efisiensi
auditan. Kontrol berlebihan dapat berupa aturan yang terlalu tebal, terlalu

rumit, terlalu umum, terlalu klise dan menyesatkan (Sawyer, 2005).

Namun demikian Griffith P. (2008) juga mengungkapkan kelemal.an dari RBIA,
yaknt:
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a. Hubungan yang terlalu dekat dengan auditan akan mengurangi independensi
auditor;

b. Membutuhkan kerja yang lebih keras, karena audit program bersifat dinamis
mengikuti risiko yang dimiliki obyek audit yang juga dinamis;

c. Walaupun konsepnya simpel namun pelaksanaannya dapat menjadi kompleks;

d. Staf auditor yang ada membutuhkan training;

e. Pemahaman tim audit terhadap tingkat risiko yang rendah dapat berbeda

dengan pemahaman manajemen Senior.

Dalam pendekatan RBIA, proses-proses audit dilakukan dengan berbasis
risiko. Pendekatan berbasis risiko ini merupakan pendekatan yang paling
dianggap penting menurut Bi-annual Chief Executive's Survey (Griffith P., 2008),
seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut:

AR L N ey AT e ok RReR <741 ||| A sigienen 2008 oo o
Business Risk Oriented 40% 2% 89%
Financial System Based 23% 7% 1%
Qperational System Based 20% 10% 2%
Compliance Orientated 10% 6% 1%
Corporate Governance 4% 1% 1%

Vaiue for Money 2% 2% 0
Internal Consultancy 1% 2% 6%

Sumber: Risk-Based Auditing (2008)

Salah satu tahapan audit adalah persiapan audit yang dilakukan sebelum
eksekusi pelaksanaan audit. Pada tahapan ini ditentukan suwatu PKA yang
merupakan kerangka kerja auditor. PKA yang dibuat harus didahuiui dengan
penentuan risiko (risk assessment) auditan. PKA auditan dengan risiko tinggi
berbeda dengan auditan dengan risiko rendah.

Hal ini didukung oleh penelitian Haryanto (2009) yang mengatakan
bahwa audit dengan risiko auditan yang berbeda harus diperlakukan berbeda
dalam hal frekuensi anditnya, kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan

audit dan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan audit.
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Risiko diukur dengan mengukur dampak (impacf) dan peluang
(likelihood). Semakin besar dampak dan peluangnya, maka semakin besar

risikonya.

Risiko = Impact x Likelihood

Dalam suatu organisasi, dampak dapat diukur dari jumlah nominal
budget atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola unit
organisasi tersebut, sedangkan peluang dapat diukur misalkan dari kompetensi
dan integritas kepala unit organisasi (auditan). Jika kepala unit tidak kompeten

dan tidak mempunyai integritas maka risikonya semakin besar,

2.6 Siklus Proses Pelaksanaan Audit

Dalam standar kinerja PPF, siklus pelaksanaan audit mempunyai
beberapa proses yakni perencanaan audit (Standar Paragraf 2200), pelaksanaan
audit (Standar Paragraf 2300), komunikasi hasil audit (Standar Paragraf 2400)
serta monitoring kemajuan jfollow up hasil audit (Standar Paragraf 2500) yang
disampaikan secara berurutan. Setiap audit pasti menjalani seluruh proses dalam
siklus audit tersebut di atas seé;u*a berurutan.

Masing-masing standar mempunyai subbagian rinciannya, termasuk
standar yang mengatur perencanaan hasil audit yang menjadi fokus karya akhir
ini. Pada Standar Paragraf 2200 ini ditegaskan perlunya ketersediaan PKA untuk
setiap penugasan audit, termasuk pencantuman tujuan audit, lingkup audit serta
alokasi sumber daya. Pembahasan secara lebih terinci mengenai PKA tersebut

akan disampaikan pada subbab berikutnya.

2.7 Program Kerja Audit (PKA)

Dalam dunia audit dikenal istilah audit program sebagai acuan auditor
dalam melakukan suatu pemeriksaan (PPF, 2002; Phil Griffiths, 2008). Sawyer
etal. (2005) mengungkapkan bahwa audit program merupakan pedoman bagi
auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan

langkah-langkah audit tertentu. Audit program itu sendiri agar dibuat 1ailored agar
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audit program tersebut efisien dan relevan terhadap tipe auditan yang spesifik
(Minister of Public Works and Goverment Service Canada, 2003),
Menurut situs auditnet <http://www.auditnet.org/included.htm>, audit

program berisi prosedur-prosedur yang dibutuhkan agar pelaksanaan audit dapat
dilakukan secara efektif dan éﬁsien. Di dalam audit program terdapat langkah-
langkah yang dijalankan agar tujuan audit tercapai. Audit program hendaknya
cukup detail utuk dapat dimengerti auditor yang kurang berpengalaman, namun
juga tidak terlalu detail sehingga menjadi terlalu rutin dan kaku.

Istilah audit program dikenal juga sebagal work program seperti yang
diungkapkan Kagermann, et.al. (2008). Dalam Sawyer et.al. (2005), istilah audit
program diterjemahkan sebagai program audit intern. Di lingkungan KESDM,
istilah audit program dikenal dengan nama Program Kerja Audit (PKA). Dalam
tulisan ini istilah yang dipergunakan adalah PKA.

Pembuatan PKA adalah salah aktivitas dalam fase persiapan audit
sebelum dilakukan fase audit lapangan, pelaporan hasil audit dan monitoring hasil
audit. PKA merupakan panduan kerja yang sangat penting untuk dipersiapkan
dengan baik. Bahkan memurut Taylor dan Glezen (1994), PKA merupakan
mekanisme kontrol yang paling penting untuk menjamin kualitas hasil audit.

Sawyer etal. (2005) mengungkapkan bahwa langkah-langkah audit
dalam PKA dirancang untuk:

a. Mengumpulkan bahan bukti audit; dan
b. Memungkinkan auditor intern mengemukakan pendapat mengenai efisiensi,

keekonomisan dan efektivitas aktifitas yang akan diperiksa.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa PKA dirancang untuk menjadi
pedoman bagi auditor mengenai:
a. Apa yang akan dilakukan?
b. Kapan akan dilakukan?
¢. Bagaimana melakukannya?
d. Siapa yang akan melakukan?
e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
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Taylor dan Glezen (1994) mengungkapkan alasan mengapa PKA harus
disiapkan dengan baik yakni:
a. Sebagai bukti telah dilakukannya perencanaan dengan baik. PKA juga dapat
dijadikan bahan untuk me-review cakupan audit;
b. Sebagai panduan untuk auditor yang kurang berpengalaman;
c. Bukti dari telah dilakukannya pekerjaan audit di lapangan;
d. Sebagai bahan untuk mengontrol waktu yang dipakai dalam pelaksanaan
audit;

e. Sebagai bukti bahwa kontrol dan risiko yang dimiliki auditan telah dianalisis.

Sementara Arens dan Loebbecke (1996) menyatakan bahwa dalam audit
program terdapat penerimaan terhadap audit risk, termasuk sampling risk. Jika
dalam perjalanan waktu ternyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh
auditan yang tidak dimasukkan dalam sampel, maka tim audit tidak dapat
disalahkan. Mereka juga menyampaikan alasan pembuatan PKA, yakni:

a. Agar auditor dapat memiliki bukti yang kompeten;
b. Agar biaya audit tetap terkontrol;

¢. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan auditan.

Sementara Sawyer et.al. (2005), mengemukakan manfaat dari PKA
yakni:

a. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang
merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor
audit maupun kepada staf audit;

b. Menjadi dasar penugasan auditor;

c. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena
memuat waktu audit yang dianggarkan;

d. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang
dikerjakan dengan apa yang direncanakan;

¢. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap
pelaksanaan audit;

f. Memberikan ringkasan catatan pekerjaan yang telah dilakukan;
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g. Membantu audifor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-
jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan;

h. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan;

i. Menjadi titik awal bagai penilai fungsi audit intern untuk mengevaluasi upaya
audift yang telah dilakukan.

Audit intemn harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan
audit (Sawyer etal., 2005). Menurut {IA (2002) dalam saran penerapan Paragraf
2200-1 tentang rencana penugasan, PKA harus:

a. Mendokumentasikan prosedur-prosedur yang dijalankan auditor intern untuk
mengumpulkan, mengalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan
informasi selama penugasan;

b. Menyatakan tujuan penugasan;

¢. Menetapkan lingkup dan tingkat pengujian yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan penugasan dalam setiap tahap penugasan;

d. Mengidentifikasikan aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang
harus diperiksa;

e. Menyatakan sifat dan luas pengujian yang dibutuhkan;

f. Disiapkan sebelum pelaksanaan penugasan dan dimodifikasi, jika layak,

selama penugasan.

Dalam penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA, proses penentuan
sampel, auditor yang ditunjuk maupun langkah-langkah audit ditentukan
berdasarkan business risk obyek audit. Penentuan business risk obyek andit
dilakukan dengan proses risk assessment. Risk assessment didefinisikan sebagai
sebuah proses pengestimasian score risiko dari aquditable unit dalam perusahaan.
Risk assessment ini digunakan untuk mengidentifikast, mengukur dan menentukan
prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke arena layak
audit dengan score atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk
menentukan prioritas risiko masing-masing auditable unit, yang pada giliran
berikutnya akan menentukan {rekuensi, intensitas dan waktu audit serta besar dan

kualitas organisasi Satuan Kerja Audit Intern (Tampubeolon, 2005).
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Penentuan risiko dalam risk assessment dapat dilakukan secara
kuantitatif namun dapat juga dilakukan secara kualitatif berdasarkan judgement
auditor. Secara kuantitatif, risiko diukur berdasarkan impact dan likelihood.
Impact dari obyek audit biasanya dapat lebih mudah ditentukan, misalkan
berdasarkan budget/anggaran atau DIPA yang dimiliki suatu unit organisasi.
Namun likelihood lebih sulit untuk diperkirakan pada tahap persiapan audit karena
justru hal inilah yang akan dibuktikan dalam proses audit.

Untuk itulah flikelihood dalam proses pembuatan PKA dilakukan
berdasarkan judgement auditor. Judgement auditor ini merupakan tema yang
cukup banyak diteliti, dilihat dari berbagai sisi dengan berbagai metode penelitian.
Sepanjang tahun 1976 sampai dengan 2000 telah terdapat 670 penelitian yang
dipublikasikan pada lima jurnal bidang audit yakni Accounting, Organizations and
Society, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting and
Economics, Journal of Accounting Research dan The Accounting Review
(Solomon dan Trotman, 2003).

Berapa riset telah mengungkapkan topik judgement ini, misalnya
penelitian longitudinal oleh Solomon & Trotman (2003) yang mengungkapkan
bahwa pengalaman pengambilan keputusan dan pengalaman melakukan
judgement adalah komponen yang signifikan yang mempengaruhi judgement
audit.

Penelitian lain oleh Choo (1996) mengungkapkan tiga dimenst
pengetahuan yang dimiliki auditor vang mempengaruhi judgement yakni:
Imowledge distintiveness (pengetahuan untuk dapat membedakan), inowledge
abstractness (pengetahuan dalam memahami sesuatu yang abstrak) dan
knowledge contigency (pengetahuan untuk memilih berdasarkan kondisi yang
situasional).

Dilihat dari data yang digunakan, data keuangan obyek audit dapat
dijadikan bahan analisis, namun demikian tidak terbatas pada data keuangan saja.
Cohen cl.al,, (2008), mengingatkan bahwa data non-kewangan dapat dijadikan

bahan analisis selain data keuangan.
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BAB III
GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1 Dasar Kelembagaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merupakan
sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola sektor energi dan sumber
daya mineral yang mempunyai tantangan yang sangat berat dalam upaya menjaga
kestabilan pasokan energi nasional dan meningkatkan penerimaan Negara.
Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh unit-unit utama yang ada dalam
tetapl juga unit-unit penunjang. Salah satunya adalah Inspektorat Jenderal yang
mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengendalikan sistem. agar berjalan
efektif dan efisien, tidak hanya di bidang kevuangan tetapi juga kinerja.

Sementara kelembagaan Inspektorat Jenderal Depariemen Energi dan
Sumber Daya Mineral (Itjen KESDM) didasarkan pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 serta Pasal 459 sampai dengan Pasal
499 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral.

3.2 Visi dan Misi
3.2.1 Visi Inspektorat Jenderal

Terciptanya lembagé pengawasan yang profesional, berdaya tangkal
tinggi, efektif, efisien dan berwibawa serta mampu mendeteksi secara dini atas
penyimpangan yang terjadi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja

setiap unsur di lingkungan KESDM.

3.2.2 Misi Inspektorat Jenderal
1. Melaksanakan pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka
mendorong terciptanya pemerintahan yang batk dan bersih adalah

pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib
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administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan
kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak
terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN;
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang
akurat dan aktual;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional yang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai,

3.3 Tugas dan Fungsi

Dalam Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 disebutkan bahwa Itjen
KESDM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
di lingkungan Kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Itjen
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas petunjuk Menteri;

c. Pelaksanaan urusan administrasi Itjen; dan

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3.4 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka susunan organisasi
Itjen KESDM terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal (SIJ), Inspektorat I,
Inspektorat I, Inspektorat 1II dan Inspektorat 1V, dengan masing-masing tugas

dan fungsi sebagai berikut:

3.4.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal (S1J)

SIJ mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan
administratif kepada semua unsur di lingkungan itjen KESDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SIJ menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi pelayanan administratif Itjen;
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Penyusunan perencanaan kerja dan penyelenggaraan serta kegiatan satuan

kerja;

c. Perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kerja;

Pengelolaan administratisi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan
Negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban kevangan;

Pengurusan kepegawaian dan organisasi;

Perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian
pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
Pengelolaan jaringan dan situs informasi, serta penyusunan bahan sidang dan
laporan pimpinan Itjen;

Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, keamanan,
keprotokolan dan rumah tahgga;

Pengelolaan penyelesaian administrasi dan penyajian hasil pengawasan, serta
pemantauan penyelesaian tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
Pembinaan kelompok jabatan fungsional SIJ;

Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan adminstratif kepada semua

unsur di lingkungan Itjen.

3.4.2 Inspektoratl

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) dan satuan kerja PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan.

a.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup
DJLPE dan satuein kerja PT PLN (Persero);

Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi
dan ketenagalistrikan;

Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN

(Persero);
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Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup DJLPE dan satuan
kerja PT PLN (Persero);

Perumusan laporan hasil pengawasan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat [

Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN
(Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang energi dan ketenagalistrikan.

3.4.3 Inspektorat If

Inspektorat ¥l mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat

Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Ditjen

Minerbapabum), serta pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

mineral, batubara dan panas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan

fungsi:

a.

Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup
Setjen, Ditjen Minerbapabum;

Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral
batubara dan panas bumi;

Pemeriksanaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup Setjen, Ditjen Minerbapabum;
Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan fentang
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Setjen, Ditjen
Minerbapabum;

Perumusan laporan hasil pemeriksanaan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat 11;

Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan hngkup Setjen, Digjen Minerbapabum; serta
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pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara

dan panas bumi.

3.44 Inspektorat 111
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat

Jenderal (Itjen), Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi

dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM), serta pengawasan fungsional atas

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Itjen,
Badan Geologi dan Balitbang ESDM;

b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
geologi;

c. Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang
ESDM;

d. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atan pengaduan tentang
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Itjen, Badan Geologi
dan Balitbang ESDM;

e. Perumusan laporan hasil pengawasan;

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat 11I;

g. Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang
ESDM, serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang geologi.

3.4.5 InspektoratlV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas}, Badan Pendidikan dan Pelatihan
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Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), dan pengawasan atas

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan

fungsi:

a.

Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup
Ditjen Migas, Badiklat ESDM;

Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak
dan gas bumi;

Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM;
Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Ditjen Migas,
Badiklat ESDM;

Perumasan laporan hasil pengawasan;

Pembinaan kelompok jabatan fungstonal Inspektorat I'V;

Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM, dan

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas

bumi.
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat
Jenderal
I I I I
Inspektorat 1 Inspektorat 11 Inspektorat 11 Inspektorat IV
I ! I I
Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Fungsional Fungsional J Fungsional I I Fungsional I

Gambear 3.1 Struktur Orgamsasi I{jen KESDM
Sumber: Permen ESDM 0030 Tahun 20035 (diolah sendiri)
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Berdasarkan ketentvan dalam Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM, SIJ terdiri dari empat bagian dan

delapan subbagian, yaitu:

a. Bagian Rencana dan Laporan {SIJRL), dengan tugas menyiapkan perencanaan

kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan
sistem dan jaringan informasi Itjen.

SIJRL terdiri dari:

1) Subbagian Penyiapan Rencana;

2} Subbagian Penyiapan Laporan.

. Bagian Pemantauan dan Ewvaluasi (SIJPE), dengan tugas melaksanakan
pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan, serta evaluasi tindak
lanjut hasil pengawasan.

SIJPE terdiri dari:

1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;

2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

Bagian Hukum dan Kepegawaian (SIJHK), dengan tugas menyiapkan
peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan Kementerian, serta
pemberian pertimbangan hukum, urusan pengelolaan kepegawaian dan
organisasi Itjen.

SIJHK terdiri dari:

[} Subbagian Hukum;

2) Subbagian Kepegawaian.

. Bagian Umum dan Keuangan (SUUK), dengan lugas melaksanakan urusan
tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, serta pengurusan
admimistrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi itjen.

SIJUK terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;

2) Subbagian Rumah Tangga.
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Sekretariat Inspektorat
Jenderal
1 i I I
Bagian Rencana Bagian Pemantauan Bagian Hukum Bagian Umum dan
dan Laporan dan Evaluasi dan Kepegawaian Keuangan
Subbagian ) Subbagian . Subbagian Tata
- Penyiapan - Pemantauan dan| Sl;_?bl?flm —  Usaha dan
Rencana Evaluasi [ i Keuangan
Subbagian Subbagian . .
L{ Penyiapan | Pemantauan dan| [ KSubbaglap g SUb:: zfrg:an
Laporan Evaluasi 11 P umal langga

Gambar 3.2 Struktur Organisasi SIJ
Sumber: Permen ESDM 0030 Tahun 2005 (diolah sendiri)

Sementara Inspektorat I sampai dengan Inspekiorat IV terdiri dari Subbagian Tata
Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor.

3.5 Lingkup Kegiatan Pengawasan Itjen KESDM

Lingkup pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen KESDM meliputi
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain berupa
sosialisasi, asistensi, dan konsultasi.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap seluruh penyelenggaraan
tugas proses kegiatan dan fungsi KESDM, khususnya yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Itjen KESDM dapat pula melakukan kegiatan pengawasan atas
perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM Nomor 0030
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.
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3.6 Jenis Audit di Itjen KESDM

Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Itjen KESDM meliputi :

Audit kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ketertiban
administrasi dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas (2K + 3E). Audit ini diistilahkan juga sebagai audit
operasional.

Audit dengan tujuan tertentu, yang mencakup audit yang tidak termasuk dalam
audit kinerja, yaitu audit investigasi, audit terhadap masalah yang menjadi

fokus perhatian pimpinan dan audit yang bersifat khas.

3.7 Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, Itjen KESDM

berkewajiban memeriksa semua entitas yang berada di bawah kewenangan atau

koordinasi KESDM dengan sumber dana APBN yang meliputi:

- B A L

p—r
—

Setjen;

Ditjen Migas;

DJLPE;

Ditjen Minerbapabum;
Itjen;

Badan Geologi;
Balitbang ESDM;
Badiklat ESDM;

BPH Migas;

. PT PLN (Persero);

. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang menggunakan dana APBN

yang dialokasikan untuk pelaksanaan fugas pembantuan dan dekonsentrast
KESDM.
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3.8 Jumiah dan Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan Tahun Anggaran
2009

Pada Tahun Anggaran 2009, entitas audit yang menjadi obyek pemeriksaan

berjumiah 164 buah. Masing-masing obyek pemeriksaan mempunyai anggaran
tahunan yang berbeda-beda sesual dengan alokasi DIPA. Tabel 3.1 berikut

merupakan daftar obyek pemeriksaan tersebut:

TAL

Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009

Puslitbang Teknelogi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan,
Balitbang ESDM, Jakarta

; A
1. | Biro Kepegawaian dan Organisasi — Setjen, Jakarta 22
2. | Listrik Perdesaan Maluku Utara — PT PLN (Persero) 14
3. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara 1
4, | Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat Sumber 10
Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung

5. | Listrik Perdesaan Sumatera Barat — PT PLN (Persero) 10

6. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat |

7. | Subdirektorat Wilayah Kerja dan Subdirektorat Pentlaian 54
Pengembangan Usaha Hulu — Ditjen Migas, Jakarta

8. | Subdirektorat Eksplorasi Migas, Subdirektorat Eksploitasi Migas dan 20
Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi — Ditjen Migas, Jakarta

9. | Subdirektorat Pelayanan Usaha Minerba, Subdirektorat Bimbingan 17
Usaha Minerba dan Subdirektorat Hubungan Komersial Minerba —
Ditjen Minerbapabum, Jakarta

10. | Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minerba dan Subdirektorat 24
Pengawasan Operasi Produksi — Ditjen Minerbapabum, Jakarta

11. | Listrik Perdesaan Bangka Belitung — PT PLN (Persero) 9
12. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Ulara 1

13. | Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, 538

Subtim DKI Jakanta/Banten/Jawa Barat — PT PLN (Persero)
14, | Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah/DI Yogyakarta + 469
Ikitring JBN -+ Ikitring Jawa Timur — PT PLN (Persero)

[5. | Listrik Perdesaan Jawa Barat — PT PLN (Persero) 11

16. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 1

17. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen 28

Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum, Jakarta
18. | Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan 36
Kepegawaian — Setditjen Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
19. | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Bali 1
20. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, 354
Bengkulu, Bangka Belitung, Sumbar dan Riau — PT PLN (Persero)
21. | Listrik Perdesaan Papue — PT PLN (Persero) 33 |
22. | Bidang Program dan Bidang Afilizsi — Puslitbang Teknologi 4
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM,
Jakarta
23. | Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Tata Usaha — 12
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24. (Persero) 28
25, | Bidang Sarana Teknik — Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, 6
Bandung
26. ) Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat Survei 14
Geologi, Badan Geologi, Bandung
27. | Listrik Perdesaan Banten — PT PLN (Persero) 25
28. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu i
29. i Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara — PT PLN (Persero) 34
30. | Biro Hukum dan Humas - Setjen, Jakarta 13
31. | Listrik Perdesaan Sulawesi Utara — PT PLN (Persero) 37
32. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB 1
33. | Bagian Rencana dan Laporan & Bagian Keuangan — Setbalitbang 7
ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta
34. | Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian — Setbalitbang ESDM, 10
Balitbang ESDM, Jakarta
35. } Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DIY — PT PLN (Perserc) 24
36. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan 1
37. | Bidang Pengembangan Dikiat dan Bidang Penyelenggaraan Diklat — 8
Pusdiklat Teknologi Mineral.dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung
38. ! Bagian Tata Usaha, Bidang Sarana Teknis dan Kelompok Jabatan 14
Fungsional — Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat
ESDM, Bandung
39. | Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan — PT PLN (Persero) 30
40. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi 1
41. | Subdirektorat Penyiapan Program Minerbapabum dan Subdirektorat 19
Pengembangan Investasi dan Kerjasama — Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
42. | Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan, Subdirektorat 30
Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi dan Subdirektorat
Penerimaan Negara — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
43, | Listrik Perdesaan Sumatera Utara — PT PLN (Perserg) 21
44. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat 1
45. | Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Pelatihan dan Sarana — 3
Pusdikiat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat
ESDM, Jakarta
46. | Bagian Tata Usaha dan Kelempok Jabatan Fungsional — Pusdiklat 9
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM,
Jakarta
47. | Listrik Perdesaan Maluku — PT PLN (Persero) 3
48. i Dinas Pertambangan dan Energi Riau 1
49, | Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat 25
Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung
50. | Bidang Sarana dan Teknik — Pusat Lingkungan Geologi, Badan 21
Geologi, Bandung
51. | Listrik Perdesaan Jambi — PT PLN (Persero) 28
52. | Biro Perencanaan dan Kerjasama — Setjen, Jakarta 74
53. | Bagian Tata Usaha dan Bidanz Program — Puslitbang Teknologi 40
Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung
54. | Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Afiliasi — 14
Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM,
Bandung
55. | Listrik Perdesaan Jawa Timur - PT PLN (Persero) 25
56. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan 1
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Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan Subdirektora 9
Pengangkutan dan Penyimpanan Gas — Ditjen Migas, Jakarta
58. | Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar, Subdirekiorat Niaga 10
Migas dan Subdirektorat Pengolahan Non Bahan Bakar — Ditjen
Migas, Jakarta
59. | Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah — PT PLN (Persero) 23
60. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara i
61. | Subdirektorat Lindungan Lingkungan, Subdirektorat Keselamatan 20
Operasi dan Subdirektorat Usaha Penunjang - Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
62. | Subdirektorat Standarisasi dan Subdirektorat Pengawasan Teknik 8
Minerbapabum — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
63, | Listrik Perdesaan Kalimantan Timur — PT PLN (Persero) 31
64. | Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan — PT PLN (Persero) 31
65. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinst NTT 1
66. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Saranz Penelitian dan Pengembangan - 63
Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM,
Jakarta
67. | Bidang Program dan Bidang Afiliasi — Puslitbang Minyak dan Gas 8
Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta
68. [ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 1
69. | Bagian Tata Usaha — Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung 32
70. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur |
71, | Bagian Tata Usaha — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 41
Geologi, Badan Geologi, Bandung
72. | Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah — Pusat 8
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung
73. | Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik, Subdirektorat 42
Hubungan Komersial Tenaga Listrik dan Subdirektorat Perlindungan
Konsumen Listrik — DILPE, Jakarta
74. | Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik dan 7
Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik -~ DJLPE, Jakarta
75. { Dinas Perlambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah 1
76. | Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur — PT PLN (Persero) 50
77. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DIY 1
78. | Biro Umum - Setjen, Jakarta 117
79. | Bidang Sarana Teknik — Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, 13
Bandung
80. | Bagian Tata Usaha — Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, 40
Bandung
81. i Subdirektorat Standarisasi Ketenagalisirikan dan Subdirektorat 6
Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan — DJLPE, Jakarta
82. | Subdirekiorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik, Subdirektorat ]
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Usaha Penunjang
Keienagalistrikan — DJLPE, Jakarta
83. | Pusat Data dan Informasi ESDM — Setjen, Jakarta 41
84. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluky | o
§5. | Lisirik Perdesaan Lampung — PT PLN (Persero) 33
86. | Subdirektorat Standarisasi Migas dan Subdirektorat Usaha Penunjang 9
Migas — Ditjen Migas, Jakarta
87. | Subdirektorat Keselamatan Usaha Hulu Migas, Subdirektorat I1
Keselamatan Usaha Hilir Migas dan Subdirektorat Lindungan
Lingkungan Migas — Ditjen Migas, Jakarta
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88. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 1

89. | Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 23
Tanah dan Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas
Bumi — Ditjen Minerbapabum, Jakaria

90. | Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi, Subdirektorat 42
Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Subdirektorat Pengelolaan
Konversi Panas Bumi — Ditjen Minerbapabum, Jakarta

91. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua — PT 561
PLN (Persero)

92. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara ]

93. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen LPE, 6
DJLPE, Jakarta

94. | Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan 17
Kepegawaian — Setditjen LPE, DJLPE, Jakarta

95. | Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah — PT PLN (Persero) 27

96. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo l

97. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan - 67
Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung

98. | Bidang Program dan Bidang Afiliasi — Puslitbang Geologi Kelautan, 9
Balitbang ESDM, Bandung

99. | Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian — 8
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi,
Yogyakarta

100. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah 1

101, | Bidang Evaluasi Potensi Bencana — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 4
Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung

102. | Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api — Pusat 5
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung

103. | Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara — 4
Badiklat ESDM, Bandung

104. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 1

105. | Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspekdorat | s.d. 1V — Itjen, Jakarta 54

106. | Pokja Panas Bumi, Pokja Mineral dan Pokja Konservasi — Pusat 9
Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung

107. | Pokja Energi Fosil dan Pokja Konservasi ~ Pusat Sumber Daya 7
Geologi, Badan Geologi, Bandung

108. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung |

109, | Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan dan Subdirektorat 11
Bimbingan Teknis — DJLPE, Jakarta

110. | Subdirektorat Energi Perdesaan, Subdirektorat Konservasi Energi dan 42
Subdirektorat Pemanfaatan Energi — DILPE, Jakarta

L11. | Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional — Pusat 27
Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung

112. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Barat 1

113, | Bidang Sarana Kilang dan Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel — 2
Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu

114. | Bidang Tata Usaha, Bidang Pelatihan dan Kelompok Jabatan 35
Fungsionai — Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu

115, | Listrik Perdesaan Riau — PT PLN (Persero) 40

116. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat 1

117. § Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah I

118. | Listrik Perdesaan Kalimantan Barat — PT PLN (Persero) 31
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Pokja Magmatisme, Pokja Pemetaan dan Penelitian Dasar dan Pokja
Dinamika Cekungan dan Kuarter — Pusat Survei Geologi, Badan
Geologi, Bandung

120. | UPT Museum Geologi — Badan Geologi, Bandung 7
121. § Unit Pengelola PNBP Puslitbang Tekinira — Balitbang ESDM, 3
Bandung
122, ] Biro Keuangan — Setjen, Jakarta 222
123. } Listrik Perdesaan NTB — PT PLN (Persero) 61
124. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 1
125. | Listrik Perdesaan Bali — PT PLN (Persero) 11
126. | Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah — 6
Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Ombilin
{Sumatera Barat)
127. | Bagitan Umum dan Kepegawaian — Sekretariat Badan Geologi, Badan 5
Geologi, Bandung
128. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Sekretarjat 13
Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung
129. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya Barat |
130. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh — PT PLN 277
{Persero)
131. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Pengembangan Pendidikan dan 9
Pelatihan — Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung
132. | Bidang Pelatihan dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional — 4
Pusdiklat Geologi, Badikiat ESDM, Bandung
133. | Listrik Perdesaan Provinsi NAD — PT PLN (Persero) 31
134. | Kelompok Program Aplikasi Kelautan dan Kelompok Program 4
Sumber Daya Mineral Kelautan — Puslitbang Geologi Kelautan,
Balitbang ESDM, Bandung
135, | Kelompok Program Sumber Daya Energi Kelautan dan Kelompok 7
Program Penerapan Teknologi Pengelolaan — Puslitbang Geologi
Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung
136. | Dinas Petambangan dan Energi Provinsi Lampung 1
137. | Listrik Perdesaan Provinsi Bengkulu — PT PLN (Persero) 20
138. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta 1
139. | Unit Penpgelola PNBP Pusdiklat Migas — Badiklat ESDM, Cepu 143
140. | Listrik Perdesaan Gorontalo — PT PLN (Persero) 27
141. | Dinas Pertambangan dan Energi NAD |
142. | Ketompok Program Penerapan Teknologi Penambangan dan 13
Kelompok Program Pencrapan Teknologi Pengelolaan dan
Pemanfaatan Mineral — Puslitbang Teknologl Mineral dan Batubara,
Balitbang ESDM, Bandung
i43. | Kelompok Program Penerapan Teknologi Pemanfaatan Batubara dan 8
Kelompok Program Penerapan Teknologi Kajian Kebijakan Mineral
dan Batubara — Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang
ESDM, Bandung
i44. | Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan — PT PLN (Persero) 254
145. | Unit Pengelola PNBP PTK Akamigas — Badiklat ESDM, Cepu 28
146, | PTK Akamigas STEM & Kelompok Jabatan Fungsional Dosen — 23
Badiktat ESDM, Cepu
147. | Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian - Setvadiklat ESDM, 18
Badiklat ESDM, Jakarta
(48. | Bagian Rencana Laporan dan Bagian Keuangan — Setbadiklat ESDM, 4

Badiklat ESDM, Jakarta
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Subdirektorat Penerimaan Negara dan Subdlrektrat Kerjasama Migas

— Ditjen Migas, Jakarta

38

150. | Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Subdirektorat 14
Penyiapan Program dan Subdirektorat Pengembangan Investasi Migas
— Ditjen Migas, Jakarta

151. | Direktorat Gas — BPH Migas, Jakarta 20

152, | Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan dan Subdirektorat 5
Informasi dan Bimbingan Teknis — DJLPE, Jakaria

153. | Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Subdirektorat 7
Investasi Pendanaan Tenaga Listrik dan Subdirektorat Tenaga Listrik
Sosial — DILPE, Jakarta

1534. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen Migas, 182
Ditjen Migas, Jakarta

155. | Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan 41
Kepegawaian - Setditjen Mipas, Ditjen Migas, Jakarta

156. | P2K Energi Baru Terbarakan — DJLPE, Jakarta 659

157. | Kelompok Program Litbang Energi Baru Terbarukan, Kelompok 13
Program Litbang Teknik Ketenagalistrikan dan Kelompok Program
Litbang Konservasi — Puslitbang Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta

158. | Direktorat Minyak — BPH Mipas, Jakarta 112

159, | Sekretariat BPH Migas — BPH Migas, Jakarta 82

160. | P2K Desa Mandiri Energi — DILPE, Jakarta 75

161. | Unit Pengelola PNBP Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” — 76
Balitbang ESDM, Jakarta

162. | Kelompok Program Riset Teknologi Eksplorasi dan Kelompok 10
Program Riset Teknologi Gas — Puslitbang Minyak dan Gas Bumi
“Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta

163. | Kelompok Program Riset Teknologi Eksploitasi — Puslitbang Minyak 12
dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakaria

164. | Kelompok Program Teknologi Proses Riset Teknologi Proses dan 7

Kelompok Program Riset Teknologi Aplikasi Produk — Puslitbang
Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta

Sumber: SURL (diolah sendiri)

3.9 Kekuatan Personil Auditor

Sampai dengan 1 Februan 2010, personil Itjen KESDM berjumlah 199

orang, terdiri dari ! orang pejabat eselon [, 5 orang pejabat eselon II, 4 orang

pejabat eselon 111, 12 orang pejabat eselon IV, 78 orang auditor dan 99 orang staf
struktural.

Kemudian berdasarkan komposisi penjenjangan Jabatan Fungsional

Audifor, dart jumlah 78 orang auditor tersebut terbagi atas 20 orang Pengendaii

Teknis, 18 orang Ketua Tim, dan 40 Anggota Tim.
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Sedangkan berdasarkan pendidikan, dari jumlah 78 orang auditor tersebut
terbagi atas 15 orang dengan kualifikasi S-2, 58 orang dengan kualifikasi S-1, dan
5 orang dengan kualifikasi SMA.

Sementara berdasarkan latar belakang pendidikan, dari jumlah 78 orang
auditor tersebut terbagi atas 3 orang dengan latar belakang S-1 Akuntansi, 5 orang
dengan latar belakang S-1 Hukum, 17 orang dengan latar belakang S-1 Ekonomi,
27 orang dengan latar belakang S-1 Teknik, dan 26 orang dengan latar belakang
lainnya (S-1 Sosial, S-1 Informatika, S-1 MIPA, dan SMA).

3.10 Pendekatan Audit Yang Digunakan

Pendekatan audit yang digunakan di lingkungan Itjen KESDM saat ini
dapat dikatakan belum menggunakan pendekatan Risk Based Internal Audit
(RBIA). Pendekatan saat ini lebih menampakkan ciri-ciri pendekatan Compliance
Audit.

Salah satu ciri-cirinya adalah seluruh auditan, dengan tingkat risiko yang
sangat berbeda-beda diperiksa dan jangka waktu yang bersamaan. Pada Tahun
Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh auditan, walaupun
sebagian besar auditan mempunyai tingkat risiko yang relatif kecil bahkan sangat
kecil.

Ciri lainnya adalah proses pembuatan PKA yang ada saat ini tidak
didahului dengan perhitungan risiko (risk assessment) termasuk dalam penentuan

lingkup audit, sampel audit serta man-days auditor yang dibutuhkan.
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BABIV
PROGRAM KERJA AUDIT P2K ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)
DAN PROGRAM KERJA AUDIT DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

4.1 Risk Assessment Untuk Menentukan Entitas Audit

Jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi qudit universe di lingkungan
KESDM pada Tahun Anggaran 2009 adalah 164 buah. Untuk menentukan obyek
pemeriksaan yang mempunyai risiko terbesar dan terkecil dilakukan proses risk
assessment. Pemilihan obyek pemeriksaan dengan risiko terbesar dan terkecil ini
bertujuan agar didapat PKA yang kontras sebagai konsekuensi pendekatan risk
based internal audit.

Secara umum proses risk assessment dilakukan dengan menentukan
besarnya impact dikalikan dengan besarnya likelihood. Semakin besar impact dan
likelihood-nya, semakin besar risikonya, demikian juga sebaliknya. Dalam karya
akhir ini parameter yang digunakan adalah impact saja tanpa memperhitungkan
likelihood. Hal ini sesvai dengan tujuan penyusunan karya akhir ini, yakni
mengkontraskan PKA obyek pemeriksaan dengan risiko yang lebih tinggi dengan
PKA obyek pemeriksaan dengan risiko yang lebih rendah. Sehingga perhitungan
risiko tidak membutuhkan akurasi yang sangat teliti. Namun demikian, likelihood
harus diperhitungkan jika risk assessment ini digunakan untuk menentukan obyek
pemeriksaan yang akan dijadikan sampel pemeriksaan tahun berjalan.

Ukuran impact pada obyek audit KESDM adalah besarnya pagu
anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diperlihatkan pada
Tabel 3.1. Semakin besar pagu anggaran yang dimiliki semakin besar risikonya
demikian juga sebaliknya. Selanjutnya dilakukan proses pengurutan dari yang

risikonya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berikut Tabel 4.1 dimaksud:

Tabel 4.1 Obyek Pemeriksaan Ifjen KESDM Tahun Anggaran 2009 Yang
Diurutkan Berdasarkan Risiko

e ST PR i O EITDIS A,
156. | P2K Energi Baru Terbarukan — DILPE, Jakarta 659
91. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua — PT 561

PLN (Persero)
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N NG A e
13. | Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,
Subtim DKI Jakarta/Banten/Jawa Barat — PT PLN (Persero)
14. | Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah/DI Yogyakarta + 469
Ikitring JBN + Ikitring Jawa Timur — PT PLN (Persero)
20. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, 354
Bengkulu, Bangka Belitung, Sumbar dan Riau — PT PLN (Persero)
130. | Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh — PT PLN 277
(Persero)
144, | Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan — PT PLN (Persero) 254
122. | Biro Keuangan — Setjen, Jakarta 222
154. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen Migas, 182
Ditjen Migas, Jakarta
139, | Unit Pengelola PNBP Pusdikiat Migas — Badiklat ESDM, Cepu 143
78. | Biro Umum -- Setjen, Jakarta 117
158. | Direktorat Minyak — BPH Migas, Jakarta 112
159. | Sekretariat BPH Migas — BPH Migas, Jakarta 82
161. | Unit Pengelofa PNBP Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” — 76
Balitbang ESDM, Jakarta
160. | P2K Desa Mandiri Energi — DJLPE, Jakarta 75
52. | Biro Perencanaan dan Kerjasama — Setjen, Jekarta 74
97. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan - 67
Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung
66. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan — 63
Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas™, Balitbang ESDM,
Jakarta
123. | Listrik Perdesaan NTB — PT PLN (Persero) 61
7. | Subdirektorat Wilayah Kerja dan Subdirektorat Penilaian 54
Pengembangan Usaha Hulu — Ditjen Migas, Jakarta
105. | Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat | s.d. IV — Itjen, Jakania 54
76. | Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur — PT PLN (Persero) 50
73. | Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik, Subdirektorat 42
Hubungan Komersial Tenaga Listrik dan Subdirekiorat Perlindungan
Konsumen Listrik — DJLPE, Jakarta
80. | Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi, Subdirektorat 42
Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Subdirektorat Pengelotaan
Konversi Panas Bumi — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
110. | Subdirektorat Energi Perdesaan, Subdirektorat Konservasi Energi dan 42
Subdirektorat Pemanfaatan Energi — DJLPE, Jakarta
. | Bagian Tata Usaha — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 41
Geologi, Badan Geologi, Bandung
83. | Pusat Data dan Informasi ESDM — Setjen, Jakarta 41
155. | Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan 41
Kepegawaian — Setditjer Migas, Ditjen Migas, Jakarta
53. | Bagian Tata Usaha dan Bidang Program ~ Puslitbang Teknologi 40
Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung
80. | Bagian Tata Usaha — Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, 40
Bandung
115. |} Listrik Perdesaan Riau - PT PLN (Persero) 40
31. | Listrik Perdesaan Sulawesi Utara — PT PLN {(Persero) 37
18. | Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan 36
Kepegawaian — Setditjen Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
114. { Bidang Tata Usaha, Bidang Pelatihan dan Kelompok Jabatan 35
Fungsional — Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu
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_Llstnk Perdesaan Sulawesf Ten ggara PT PLN (Persero)

21. | Listrik Perdesaan Papua — PT PLN (Persero) 33
85. i Listrik Perdesaan Lampung —~ PT PLN (Persero) 33
69. | Bagian Tata Usaha — Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung 32
47. | Listrik Perdesaan Maluku — PT PLN (Perserc) 31
63. | Listrik Perdesaan Kalimantan Timur - PT PLN (Persero) 31
64. | Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan -- PT PLN (Persero) 31
118. | Listrik Perdesaan Kalimantan Barat — PT PLN {Persero) 31
133. | Listrik Perdesaan Provinsi NAD — PT PLN (Persero) 31
39. | Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan — PT PLN (Persero) 30
42. | Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan, Subdirektorat 30
Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi dan Subdirekiorat
Penerimaan Negara — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
17. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen 28
Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum, Jakarta
24. | Listrik Perdesaan Sumatera Selatan — PT PLN (Persero) 28
51. | Listrik Perdesaan Jambi — PT PLN (Persero) 28
145. | Unit Pengelota PNBP PTK Akamigas — Badiklat ESDM, Cepu 28
95. | Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah — PT PLN (Persero) 27
i11. | Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional — Pusat 27
Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung
140, | Listrik Perdesaan Gorontalo — PT PLN {Persero) 27
27. | Listrik Perdesaan Banten — PT PLN (Persero) 25
49. | Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat 25
Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung
55. | Listrik Perdesaan Jawa Timur — PT PLN (Persero) 25
10. | Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minerba dan Subdirektorat 24
Pengawasan Operasi Preduksi — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
35. | Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DIY — PT PLN (Persero) 24
59. | Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah — PT PLN (Persero) 23
89. | Subdirckiorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 23
Tanah dan Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas
Bumi — Ditjen Minerbapabum, Jakarta
146. | PTK Akamigas STEM & Kelompok Jabatan Fungsional Dosen — 23
Badiklat ESDM, Cepu
1. Biro Kepegawaian dan Qrganisasi - Setjen, Jakarta 22
43. | Listrik Perdesaan Sumatera Utara — PT PLN (Persere) 21
50. | Bidang Sarana dan Teknik — Pusat Lingkungan Geologi, Badan 21
Geologi, Bandung
8. | Subdirektorat Eksplorasi Mlgas Subdirektorat Eksploitasi Migas dan 20
Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi — Ditjen Migas, Jakarta
61. | Subdirektorat Lindungan Lingkungan, Subdirektorat Keselamatan 20
Operasi dan Subdirektorat Usaha Penunjang - Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
137. | Listrik Perdesaan Provinsi Bengkulu — PT PLN (Persero) 20
[5i. | Dirckiorat Gas — BPH Migas, jakarta 20
41, | Subdirektorat Penyiapan Program Minerbapabum dan Subdirektorat 19
Pengembangan Investasi dan Kerjasama ~ Ditjen Minerbapabum,
Jakarta
147. | Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian — Setbadiklat ESDM, 18
Badiklat ESDM, Jakarta
9. | Subdirektorat Pelayanan Usaha Minerba, Subdirektorat Bimbingan 17

Usaha Minerba dan Subdirektorat Hubungan Komersial Minerba —
Ditjen Minerbapabum, Jakarta
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Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan
Kepegawaian — Setditjen LPE, DJLPE, Jakana

2. | Listrik Perdesaan Maluku Utara — PT PLN (Persero) 14

26. | Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat Survei 14
Geologi, Badan Geologi, Bandung

38. | Bagian Tata Usaha, Bidang Sarana Teknis dan Kelompok Jabatan 14

Fungsional — Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat
ESDM, Bandung

54, | Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Afiliasi — 14
Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM,
Bandung

150. | Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Subdirektorat 14
Penyiapan Program dan Subdirektorat Pengembangan Investasi Migas
- Ditjen Migas, Jakarta

30. | Biro Hukum dan Humas — Setjen, Jakarta 13

79. | Bidang Sarana Teknik — Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, 13
Bandung

128. | Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Sekretariat 13
Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung

142. | Kelompok Program Penerapan Teknologi Penambangan dan 13

Kelompok Program Penerapan Teknologi Pengelelaan dan
Pemanfaatan Mineral — Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara,
Balitbang ESDM, Bandung,

149, | Subdirektorat Penerimaan Negara dan Subdirektorat Kerjasama Migas 13
| — Ditjen Migas, Jakarta
: 157. | Kelompok Program Litbang Energi Baru Terbarukan, Kelompok 13

Program Litbang Teknik Ketenagalistrikan dan Kelompok Program
Litbang Konservasi — Puslitbang Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta

23. | Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Tata Usaha — 12
Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan,
Balitbang ESDM, Jakarta

163. | Kelompek Program Riset Teknologi Eksploitasi — Puslitbang Minyak 12

dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta
. 15. | Listrik Perdesaan Jawa Barat ~ PT PLN (Persero) 11
87. | Subdirekiorat Keselamatan Usaha Hulu Migas, Subdirektorat i1

Keselamatan Usaha Hilir Migas dan Subdirektorat Lindungan
Lingkungan Migas - Ditjen Migas, Jakarta

109. | Subdirektcrat Usaha Energi Baru Terbarukan dan Subdirektorat 11
Bimbingan Teknis — DJLPE, Jakaria
125. | Listrik Perdesaan Bali — PT PLN (Persero) 11
j 4. | Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi — Pusat Sumber 10
' Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung
| 5. 1 Listrik Perdesaan Sumatera Barat — PT PLN (Persero) 10
34. | Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian — Setbalitbang ESDM, 10
Balitbang ESDM, Jakarta
58. | Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar, Subdirektorat Niaga 10
Migas dan Subdirckiorat Pengolahan Noa Bahan Bakar - Ditjen
Migas, Jakarta
162. | Kelompok Program Riset Teknologi Eksplorasi dan Kelompok i0

Program Riset Teknologi Gas - Puslitbang Minyak dan Gas Bumi
“Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta

11. | Listrik Perdesaan Bangka Belitung — PT PLN (Persero) 9
46. | Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional — Pusdiklat 9
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM,
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Jarta

57.

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan Subdirektorat
Pengangkutan dan Penyimpanan Gas — Ditjen Migas, Jakarta

36.

Subdirekiorat Standarisasi Migas dan Subdirektorat Usaha Penunjang
Migas — Ditjen Migas, Jakaria

98.

Bidang Program dan Bidang Afiliasi — Puslitbang Geologi Kelautan,
Balitbang ESDM, Bandung

106.

Pokja Panas Bumi, Pokja Mineral dan Pokja Konservasi — Pusat
Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung

131.

Bagian Tata Usaha dan Bidang Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan — Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung

37.

Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Penyelenggaraan Diklat —
Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung

62.

Subdirektorat Standarisasi dan Subdirektorat Pengawasan Teknik
Minerbapabum — Ditjen Minerbapabum, Jakarta

67.

Bidang Program dan Bidang Afiliasi — Puslitbang Minyak dan Gas
Bumi “Lemigas”, Balithang ESDM, Jakarta

72,

Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah — Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung

82.

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik, Subdirektorat
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Usaha Penunjang
Ketenagalistrikan - DJLPE, Jakarta

99.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian —
Pusat Vufkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi,
Yogyakarta

143.

Kelompok Program Penerapan Teknologi Pemanfaatan Batubara dan
Kelompok Program Penerapan Teknologi Kajian Kebijakan Mineral
dan Batubara — Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang
ESDM, Bandung

33.

Bagian Rencana dan Laporan & Bagian Keuangan — Setbalitbang
ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta

74.

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik dan
Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik — DJLPE, Jakarta

107,

Pokja Energi Fosil dan Pokja Konservasi — Pusat Sumber Daya
Geologi, Badan Geologi, Bandung

119,

Pokja Magmatisme, Pokja Pemetaan dan Penelitian Dasar dan Pokja
Dinamika Cekungan dan Kuarter — Pusat Survei Geologi, Badan
Geologi, Bandung

120.

UPT Museum Geologi — Badan Geologi, Bandung

135,

Kelempok Program Sumber Daya Energi Kelautan dan Kelompok
Program Penerapan Teknologi Pengelolaan — Puslitbang Geologi
Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung

153,

Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Subdirektorat
Investasi Pendanaan Tenaga Listrik dan Subdirektorat Tenaga Listrik
Sosial — DJLPE, Jakaria

164,

Kelempok Program Teknologi Proses Riset Teknologi Proses dan
Kelompok Program Riset Teknologi Aplikasi Produk — Puslitbang
Minyzk dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta

25.

Bidang Sarana Teknik ~ Pusat Survei Geologi, Badan Geologi,
Bandung

g1,

Subdirektorat Standarisasi Ketenagalistrikan dan Subdirektorat
Kelatkan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan — DILPE, Jakarta

93.

Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan — Setditjen LPE,
DJLPE, Jakarta

Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 2010  ypiversitas Indonesia




Unit Balai Pendidikan dan
Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Ombilin
{Sumatera Barat)

102, | Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api - Pusat 5
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung
127. | Bagian Umuin dan Kepegawaian — Sekretariat Badan Geologi, Badan 5
Geologi, Bandung
152. | Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan dan Subdirektorat 5
Informasi dan Bimbingan Teknis — DJLPE, Jakarta
22. | Bidang Program dan Bidang Afiliasi — Puslitbang Teknologi 4
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM,
Jakarta
101. | Bidang Evaluasi Potensi Bencana — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 4
Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung
103, | Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara — 4
Badiklat ESDM, Bandung
132. | Bidang Pelatihan dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional — 4
Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung
134, } Kelompok Program Aplikasi Kelautan dan Kelompok Program 4
Sumber Daya Mineral Kelautan — Puslitbang Geologi Kelautan,
Balitbang ESDM, Bandung
148. | Bagian Rencana Laporan dan Bagian Keuangan — Setbadiklat ESDM, 4
Badiklat ESDM, Jakarta
45. | Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Pelatihan dan Sarana — 3
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat
ESDM, Jakarta
121. | Unit Pengelola PNBP Puslitbang Tekmira — Balitbang ESDM, 3
Bandung
113. | Bidang Sarana Kilang dan Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel — 2
Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu
3. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara 1
6. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat 1
12. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara ]
16. | Dinas Perfambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur i
19. | Dinas Pekerjasn Umum Bina Marga Provinsi Bali 1
28. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkuln 1
32. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB 1
36. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan 1
40. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi 1
44. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat ]
48. | Dinas Pertambangan dan Energi Riau 1
56. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan 1
60. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara 1
65. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT [
68. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan !
70. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur 1
75. { Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah [
77. { Diras Pertambangan dan Energi Provinsi DIY I
84. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku 1
88. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 1
92. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara I
96. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo I
100. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah ]
104. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 1
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108. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bang‘_l-ca lgelitung

112, { Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Barat

116. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat

117. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

124. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten

129. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya Barat

136. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

138. | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta

141. { Dinas Pertambangan dan Energi NAD

Sumber: (divlah sendiri)

Dari hasil risk assessment tersebut diatas dipilih 2 (dua) obyek
pemeriksaan yang mempunyai risiko lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Semakin
berbeda tingkat risikonya akan semakin kontras dan akan semakin menghasilkan
perbedaan PKA. Untuk obyek pemeriksaan yang risikonya lebih tinggi, dipilih
“P2K Energi Baru Terbarukan — DILPE, Jakarta”, sebagai obyek yang tingkat
risikonya paling tinggi. Sementara obyek pemeriksaan yang risikonya lebih
rendah dipilih obyek pemeriksaan “Dinas Pertambangan Energi Provinsi”, sebagai
obyek pemeriksaan yang tingkat risikonya paling rendah, Selanjutnya dipilih
Dinas Pertambangan Energi salah satu provinsi saja. Bisa provinsi mana saja, dan
pada karya akhir ini dipilih Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (DPE).

4.2 Proses Energi Baru Terbarukan (EBT)

Proses yang dimiliki EBT pada Tahun Anggaran 2009 terdiri dari:

1. Pengadaan Solar Home System 50 Wp sebanyak 28 paket di 29 provinsi di
Indonesia. Proses pengadaan ini termasuk pemasangan dan garansi
pemeliharaan.

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebanyak 12 paket di
13 provinsi di Indonésia. Proses pembangunannya termasuk garansi
pemeliharaan ketika sudah digunakan.

3. Pembangunan Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya-Angin sebanyak 6
paket di 7 provinsi di Indonesia. Proses pembangunannya termasuk garansi

pemeliharaan ketika sudah digunakan.
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4.3 Proses Dinas Pertambangan dan Energi (DPE)

Proses yang dimiliki DPE pada Tahun Anggaran 2009 terdiri dari
Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, yang terdiri dan:

1. Administrasi kegiatan, termasuk kegiatan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
yang berlangsung rutin,
2. Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik.

3. Pembinaanvkoordinasi dan konsultasi pengawasan.

4.4 PKA Pemeriksaan EBT
4.4.1 Tujuan Audit
Tujuan audit ini terdiri dari dua hal, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari
EBT telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumber daya yang ada telah
dioperasikan secara hemat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta hasil kegiatan telah dimanfaatkan oleh DJLPE.

44,2 Sampel Audit

Ditinjau dari segi proses, ketiga proses dijalankan oleh EBT pada Tahun
Anggaran 2009. Alasannya adalah ketiga proses tersebut mempunyai tingkat
risiko yang signifikan sehingga harus dijadikan sampel audi.t.

Sedangkan untuk provinsi akan dipilih sampe] yang mempunyai risiko
vang besar. Untuk menentukan provinsi yang paling berisiko dilakukan analisis
terhadap impact dan likelihood. Impact ditentukan berdasarkan nilai proyek di
masing-masing provinsi (miliar rupiah), sedangkan parameter likelihood
{pengukuran /ikelihood didasarkan atas judgement dari auditor senior dan penulis)
ditentukan dengan kriteria:

1. Letak dari Jakarta sebagai pusat proyek. Alasannya adalah provinsi yang jauh
lebih sulit untuk dimonitor.

2. Kondisi geografis dan aksesabilitas, termasuk kualitas infrastruktur dan kontur
daerah.
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Tabel 4.2 berikut memperlihatkan kriteria nilai likelihood:

Tabel 4.2, Kriteria Likeliliood

Letak provmm dl pulau Jawa (dekat Jakarta) serta I(OﬂdlSl geograf dan aksesablhtas
mudah

2 Letak provinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan aksesabilitas
susah; atau
Letak provinsi di lvar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan
aksesabilitas mudah

3 Letak provinsi di luar pulau Jawa (jawh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan

aksesabilitas susah

Sumber: (diolah sendiri)

Selanjutnya dilakukan risk assessment untuk menentukan sampel

pemeriksaan Solar Home System, PLTMH dan Surya Angin seperti terlihat pada
Tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.3. Risk Assessment Solar Home System

SR T
5 ] i 2R
_ BRIVl ke
I. | Aceh 26 3 78 4 Sampel
2. | Sumut 19 3 57 14
3. | Sumbar 23 3 69 9 Sampel
4. | Riau 18 3 54 15
5. | Jambi 14 3 42 20
6. | Sumsel 26 3 78 5 Sampel
7. | Babel 20 3 60 13
8. | Beagkuly 18 - 54 16
9. | Lampung 20 2 40 21
10. | Banien 2 2 4 28
11. | Jabar 17 2 34 22
12. { Jateng-DIY 6 2 12 21
13. | Jatim 13 2 26 25
14. | Kalbar 26 3 78 6 Sampel
15. | Kalteng 29 3 87 2 Sampel
16. | Kaltim 18 3 54 17
17. { Kalsel 25 3 75 7 Sampel
18. { Sulut 21 3 63 11 Sampel
19. | Sulteng 15 3 45 19
20. | Sulsel 16 3 48 18
21. | Gorontalo 11 3 33 23
22. | Sutira 32 3 96 l Sampel
23. | Bali 5 3 15 26
24. | NTB 10 3 30 24
25. | NTT 24 3 72 3 Sampel
26. | Malut 22 3 66 10 Sampel
27. | Maluku 29 3 87 3 Sampel
28. | Papua 21 3 63 12 Sampel

Sumber: (diolah sendiri)
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I, i 3 9
2. | Lampung 4 2 8 6 Sampel
3. | Jabar 1 2 2 11
4. | Jateng-DIY 1 2 2 12
5. | Kalbar 7 3 21 2 Sampel
6. | Kaltim 4 3 12 4 Sampel
7. | Sulut 1 3 3 10
8. | Sulteng 2 3 6 7
9. | Sulsel 9 3 27 ! Sampel
1. | Sulbar 4 3 12 5 Sampel
11. | NTB 6 3 18 3 Sampel
12, | NTT 2 3 6 8

Sumber: (diolah sendiri)

Tabel 4.5 Risk Assessment Surya-Angm

1. 3
2. 3 7
3. 3 4
4. | Kaltim 8 3 24 5
5. | Sulut 19 3 57 1 Sampel
6. | NTT 8 3 24 6
7. | Papua Barat 12 3 36 2 Sampel

Sumber: (diolah sendiri)

4.4.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan Man-days
Dalam Tabel 4.6 berikut diperlihatkan langkah-langkah audit, sampel

yang dibutuhkan, jumlah auditor dan kebutuhan man-days untuk kegiatan

pemeriksaan EBT.

Tabel 4.6 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan Man-days

Untuk Kegiatan Pemeriksaan EBT

NG RN e Joan g Ka WA U0 B2 | & 82 S AT DL et B AT T At R I AT oS
1. Pcmcnksann Anggaran sesuai dengan mata | Seluruh SSA 0 Day - llcut
anggaran dan pagu Solar Home System, | anggaran perhitungan
Mikrohidro (PLTMH) dan Hybrit Tenaga man-days 2a
Surya-Angin yang dilakukan di Jakarta
2a. | Pemeriksaan proses pengadaan Solar Home | Acch SSA, 2 hari
System yang dilakukan di Jakarta Sumbar 8SB
Sumsel 8sC
Kalbar SSD

Perancangan program ...,

Rahman Shab B, FEUI, 2010

Universitas Indonesia




50

S NS AT E TR P AT i O 1|
Kalteng
Kalsel SSF,
Sulut SSG,
Sultra SSH
NTT
Maluku Utara
Maluku
Papua
2b. | Pemeriksaan proses pengadaan Mikrohidro j Lampung MAA, 2 hari
yang dilakukan di Jakarta NTB MBB,
Kalbar MCC,
Kaltim MDD,
Sulsel MEE,
Suibar MFF
2c. | Pemeriksaan proses pengadaan Hybrid | Aceh AAA, 2 hari
Tenaga Surya-Angin yang dilakukan di | Riau AAB,
Jakarta Sulut AAC,
Papua Barat AAD
3a. | Pemeriksaan fisik Solar Home System Aceh S8A, 12 hari
Sumbar SSB
Sumsel
Kalbar S8C, 12 hari
Kalteng SSD
Kalsel
Sulut SSE, 12 hari
Sultra SSF
NTT
Malut 583G, 12 hari
Maluku SSH
Papua
3b. { Pemeriksaan fisik Mikrohidro Lampung MAA, 12 hari
NTB MRBB,
Kalbar MCC, 12 hari
Kaltim MDD,
Sulscl MEE, 12 hari
Sulbar MFF
3c. | Pemeriksaan fisik Hybrid Tenaga Surya- | Aceh AAA, 12 hari
Angin Riau AAB
Sulut AAC 12 hari
Papua Barat AAD
4. | Pembuatan Laporan All tim 5 hari
Mandays (18 auditor, 19 hari) 342 mandays

Sumber: (diolah sendiri)

4.5 PKA Pemeriksaan DPE
4.5.1 Tujuan Audit

1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari

DPE telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumber daya yang ada telah

dioperasikan secara hemat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
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ditetapkan serta hasil kegiatan telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan

rutin.

4.5.2 Sampel Audit

Pemilihan sampel didasarkan atas proses yang paling berisiko.

4.5.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan Mandays
Dalam Tabel 4.7 berikut diperlihatkan langkah-langkah audit, sampel yang

dibutuhkan, jumlah auditor dan kebutuhan man-days untuk kegiatan pemeriksaan
DPE.

Tabel 4.7 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan Man-days

Tambang A

dilakukan dinas pada perusahaan- Tambang B Auditor B
perusahaan tambang
2, | Pembuatan Laporan - Auditor A dan 2 hari
Auditor B
Mandays (2 auditor, 5 hari) 10 Mandays

Sumber: (diolak sendiri)

4.6 Analisis Perbedaan Kebutuhan Man-days Auditor Pendekatan Risk
Based Internal Audit dengan Pendekatan Yang Saat Ini Digunakan

Pada Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan perencanaan pemeriksaan
terhadap obyek pemeriksaan P2K Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Dinas
Pertambangan dan Energi Nanggroe Acch Darussalam (DPE NAD), sehingga
PKA-nya pun telah terdefinisi. Dengan pendekatan audit yang digunakan
sekarang, obyek pemeriksaan P2K Energi Baru Terbarukan membutubkan S orang
auditor dengan waktu pemeriksaan 14 hari, sedangkan obyek pemeriksaan DPE
NAD membutuhkan 4 orang auditor dengan waktu pemeriksaan 12 hari.

Temyata jika pendekatan saat im dirubah memnjadi RBIA, terdapat
kekurangan 272 man-days pada obyek pemeriksaan P2K Energt Baru Terbarukan.
Dengan kata lain dengan pendekatan yang saat ini ada efektivitas audit berpotensi

kurang optimal karena man-days yang tersedia kurang memadai. Sebaliknya
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terdapat kelebihan 38 man-days untuk obyek pemeriksaan DPE NAD. Dengan
kata lain terdapat pelaksaanaan audit menjadi kurang efisien.

Tabel 4.8 berikut memperlihatkan perbandingan kebutuhan man-days
dengan menggunakan RBIA dengan pendekatan yang selama ini digunakan.

Tabel 4.8. Kebutuhan Man-days Dengan Menggunakan RBIA Dibandingkan
Pendekatan Yang Selama Ini Digunakan

R

P2K Energi Baru i ~ | Kekurangan 272 mandays

Terbarukan (18 auditor, 19 harf) | (5 auditor, 14 hari)
2. | DPENAD 10 48 Kelebihan 38 mandays

(2 auditor, 5 hari) (4 auditor, 12 hari)

Sumber: (diolah sendiri)
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pendekatan audit yang selama ini digunakan di lingkungan KESDM
dapat dikatagorikan sebagai Compliance Audit. Karya akhir ini mengusulkan
Itjen ESDM untuk menggunakan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA)
untuk melengkapi pendekatan Compliance Audit (CA) yang selama ini
digunakan,

Implementasi RBIA di lingkungan KESDM dilakukan dengan
menerapkan pada siklus perencanaan audit terlebih dahulu, khususnya
penyusunan Program Kerja Audit (PKA). Setelah implementasi pada proses
penyusunan PKA berhasil dilakukan, Itjen KESDM dapat melanjutkan penerapan
RBIA pada siklus-siklus audit lainnya.

Tahapan penyusunan PKA diawali dengan #isk assessment untuk menilai
risiko proses-proses yang dimiliki oleh auditan. Berdasarkan hasil risk
assessment dilakukan penyusunan langkah audit, man-days yang dibutubkan serta
auditor yang ditugaskan menjalankan langkah-langkah pemeriksaan.

Hasil tambahan dari karya akhir ini adalah PKA dengan pendekatan
RBIA memang menghasilkan program kerja yang berbeda dengan PKA yang
yang selama ini dibuat. Salah satu parameternya adalah jumlah man-days yang
berbeda antara PKA RBIA dengan PKA yang yang selama ini dibuat.

Lingkup audit, jumlah langkah audit dan sampel audit pada PKA pada
auditan risiko tinggi, lebih luas jika dibandingkan dengan PKA yang selama ini
digunakan. Dengan demikian pelaksanaan audit akan lebih tepat sasaran dan
fujuan tujuan audit dapat dicapai dengan lebih efektif. Lingkup audit, jumlah
langkah audit dan sampel audit pada PKA pada auditan risiko rendah, lebih
ringkas jika dibandingkan dengan PKA yang selama ini digunakan. Dengan
demikian pelaksanaan audit akan lebil efisien tanpa mengurangt efektivitas

pencapaian tujuan tujuan audit.
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Proses penyusunan PKA berbasis risiko yang ditawarkan dalam karya

akhir ini cukup ringkas dan sederhana sehingga tidak membutuhkan effort

implementasi yang besar, Penyusunan PKA ini dapat langsung dimplementasikan

dan dapat langsung memberikan manfaat dari segi efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan audit. Perubahan penyusunan PKA ini dapat dijadikan guick win

implementasi pendekatan RBIA di lingkungan Itjen KESDM selain pendekatan

audit yang selama ini dilaksanakan.

5.2 Saran-saran

L.

Pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) dapat dipertimbangkan sebagai
alternatif untuk melengkapi pendekatan Compliance Audit yang selama ini
dijalankan. Namun demikian, implementasinya agar mempertimbangkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur prosedur
audit termasuk pemilihan pendekatan audit.

Implementasi RBIA ini dapat diawali dengan penerapan pada siklus proses
audit perencanaan khususnya pembuatan PKA. Hasil tambahan dari karya
akhir ini menunjukkan bahwa PKA dengan pendekatan RBIA lebih efektif dan
lebih efisien, dibandingkan dengan PKA yang selama ini digunakan.

Agar perubahan PKA lebih dirasakan efektivitas dan efisiensinya, PKA
berbasis RBIA dapat digunakan terlebih dahulu untuk obyek pemeriksaan
dengan perkiraan risiko yang terbesar maupun terkecil.

Agar implementasi dapat lebih terjamin efektivitasnya, perlu disiapkan sumber
daya manusia yang mefnpunyai kompetensi untuk melakukan proses
perencanaan audit berbasis risiko, baik dalam level auditor, ketua tim maupun
para pimpinan audit. Selain itu perlu juga dilakukan pembuatan metode audit
termasuk sosialisasi metode audit tersebut kepada manajemen obyek audit.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk implementasi siklus proses audit
jainnya, menggabungkan beberapa proses audit atau bahkan seluruh proses

audit secara bersama-sama.
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Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluzang

terjadinya risiko).
Data Pribadi

Nama : ?)%U\Q\-%JDMQ'M\FLM ..............

Jabatan

.......................................................................

‘Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek

pemeriksaan ESDM tahun 20097

BASUR jw\m,ybﬁ' INE
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Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluang

terjadinya risiko).

Data Pribadi

Nama : E//Csstl\/é”‘%lae,wg’ /7/7
Jabatan : /ﬁ{#’:ﬁ"" /4;{4 /t/ 4

T B T L L L T L Ly £ S

Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek

pemeriksaan ESDM tahun 2009?

NAln] bats

!
Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 201 W 3




Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluang
terjadinya risiko).
Data Pribadi
Nama A s
Jabatan A AR E T AALAT - SR

Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek

pemeriksaan ESDM tahun 20097

MNwiwye (el e it A aham

...........................................................................................................................................

M -

MR A

Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 2010



Auditor

Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risikoymenurut Judgment Senior

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria

penentuan likelihood:

Nilai Kriteria

] Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan
aksestabilitas mudah

2 Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan
aksestabilitas susah atau
Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan
aksestabilitas mudah

3

aksestabilitas susah

Letak propinst di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek

dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor |

No

Provinsi

Likelihoad

Keterangan

1

Aceh

Sumut

3
3

Sumbar

Riau

Jambi

Sumsel

Babel

R ol | 0|

Perancangan program ..

7
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0
|
|
i
i
i
I
|
1

Lampung

10

Banten

11

Jabar

12

Jateng-DIY

13

Jatim

14

Kalbar

13

Kaiteng

16

Kaltim

17

Kalsel

18

Sulut

19

Sulteng

20

Sulsel

21

Gorontalo

22

Sultra

23

Bali

24

NTB

25

NTT

26

Malut

27

Maluku

28

o | ] ol [ [ [n [ W[ v W[ [ [N W W RO T9 | Jo | S0 R

Papua

TAUKA 32)0 HANA

Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 2010




Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risiko)menurut Judgment Senior

Auditor

|. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria

pene

nmuan likelihood:

Nilai

Kriteria

aksestabilitas mudah

aksestabilitas susah atau

aksestabilitas mudah

aksestabilitas susah

Letak propinsi di pulau Jawa {dekat Jakaria) serta Kondisi geografis dan
Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) seria kondisi geografis dan
Letak propinsi di fuar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan

Letak propinsi di Juar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek

dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor |

No Provinsi Likelihood Keterangan
1 [ Aceh 3
2 { Sumut 3
3 | Sumbar 3
4 | Riau 3
5 | Jambi )
"6 | Sumsel }
7 | Babel }

Perancangan program

..., Rahman Shab B, FEUI, 2010




Lampung

Banten

Jabar

12

Jateng-DIY

13

Jatim

14

Kalbar

15

Kalteng

16

Kaltim

17

Kalsel

18

Sulut

19

Sulteng

20

Sulsel

21

Gorontalo

22

Sultra

23

Bali

24

NTB

25

NTT

26

Malut

27

Maluku

28

Papua

(-

A

3= ¢

Elspenr #ﬂf%u_}
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Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risikoymenurut Judgment Senior

Auditor

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria

penentuan likelihood:

Nilai Kriteria

1 Letak propinst di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan
aksestabilitas mudah

2 Letak propinst di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi géograﬁs dan
aksestabilitas susah atau -
Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan
aksestabilitas mudah

3 Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan
aksestabilitas susah

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek

dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor |

No : Provinsi Likelihood Keterangan
1 { Aceh 2
2 | Sumut 2
3 | Sumbar 3
4 { Riau z
5 | Jambi 2
6 Su_msel 3
7 | Babel 3

Perancangan program
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Lampung

10

Banten

11

Jabar

Jateng-DIY

13

Jatim

14

Kalbar

Kalteng

16

Kaltim

17

Kalsel

18

Sulut

Sulteng

20

Suilsel

21

Gorontalo

22

Sultra

23

Bali

24

NTB

25

NTT

26

Malut

27

Maluku

28

Papua
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